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PERATURAN BUPATI LAMPliNG TIMUR
 
NOMOR: 04 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARA~ PE~DAPATAN DAN
 
BELAN.JA DAERAIl KABllPATEN L\:\IPliNG TI1Vnm
 

TAIIUN ANGGARAl\; 2008
 

BUPATI LAMPllNG TI:\IlR, 

Mcnirnbang a.	 bahwa agar i\nggaran l'cndnpatan dan Bclanja Dacrah Kabupatcn 
Larnpung Tirnur Tahun Auggaran 2008 dapat dilaksanakan sccara . 
efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu 
adanya petunjuk pelaksanaan untuk digunakan sebagai pedornan dan 
dasar hukum dalarn pelaksanaannya; 

b.	 bahwa untuk maksud huruf d tersebu: di atas, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Buj.ati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun Anggaran 2008. 

Mengingat 1.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kab.ipaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati E 
Larnpung Timur dan Kotarnadya Dati II Metro (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun ]999 NomOI" 46, Tanibahan Lcmbaran 
Ncgara NomOI" 3825)~ 

2.	 Undang-undang Nornor 28 Tahun ]999 tcnt:lng Penyelenggaraan 
Negara yang Bcrsih, Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme 
(Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nornor 385 I)~ 

3.	 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tamoahan Lernbaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

4.	 Undang-unclang Nornor 17 Tahun 2003 icntang Kcuangan Ncgara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4286); 

5.	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rcpubli'; Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5. Tambahan Lcmbaran Ncgara Nonwr 4355); 

6.	 Undang-undang Nornor 15 Tahun 2004 tcntang Pcmcriksaan 

Pcngclolu dan ']'anggullg Jawah I(cllallgall Ncgara (I .ciuharun 



Ncgara I\cpublik indonesia lahun 2()04 Nemer 66, Tarnbahuu 
Lernbaran Negara Nomor 4400); 

7.	 Undang - undang Nomor 18 Tahun t999 Tentang Jasa Kontruksi; 

8.	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
4421 ); 

9.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar: 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2.00..+ Nomor 
125, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 4437); 

10. Undang-undang	 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200..+ Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 44:j8); 

\1. Pcraturan	 Pcmcrutah Nomor :25 Tahun 2000 tcntang Kcwenangan 
Pernerimah dan Kcwcnangan Propinsi scbagai Dacrah Oto.iorn: 

12.	 Pcraturan Pcmcri111ah NOI11l'r 108 Tahun 2000 tcntang Tata Cara 
Pcnanggungjawaban Kcpala I);lcrah; 

1J. I'craturan Pcmcrintah Noruo: Itl l ) TnhutJ 2()()O tcntung Kcdudukan 

Kcuaugan Kcpala Dacrah dan \Vakil Kopala Daerah; 

1'+. PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

15. Per.ituran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah; 

16. Peraturan Pernerimah Nomor 24 Tahun	 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Perner.ntah Nomoi 37 Tahun :2007; 

17. Peraturan	 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 teruang Standar 
Akuntansi Pernerintah; 

18. Peraturan	 Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan 
Dacrah; 

19 Peraturau	 Pemerintuh Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perirnbanga11 ~ 

20. Peraturan	 Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lulormas] I<.cuangan Dacrah: 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Dacrah; 

22. Pcraturan	 Pcmcruuah Nomor 5X Tahun 2005 icntang Pcngclolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraturan	 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Milik Ncgara/Daerah: 

24. Peraturan Menteri Keuangun Nornor	 96/PMK/2006 tentang Standar 
Biaya Tahun Anggaran 2007. 

25. Peraturan	 Menteri Keuangan Nomor 4S/PMK.0512007 tentang 
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Ncgeri Bagi Pejabat Negara, 
Pcgawai Ncgeri, dan Pegawai 'lidak Teiap 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2l/PMK.05/2007 tentang Kerja 
l.cmbur dan Pcrnbcrian uang lcmbur bagi Pegawai Ncgcri Sipil. 



27. Pcraturan	 Mcntcri Kcuangau Nomor 22/PMK.OS/2007 tentaru; 
Pernbcrian Uang Makan Bagi Pcgawai Ncger. Sipil. 

28. Keputusan	 Presidcn Repub Ii k Indoncsia Nom or 80 Tah Ull 200.3 
tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang ; Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Peraluran Presiden NOl11or 85 Tahun 2006; 

29. Peraturan	 Menter: Dalam Negeri Nomor 5 Tahun ] 997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tunturan Ganti Rugi Keuangan dan 
Barang Daerah; 

30. Peraturan	 Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Menteri Dalam Ncger: Nomor 59 Tahun :l007; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008; 

32.IJ eraturan	 Daerah Kabupatcn l.arnpung Timur Nornor 01 Tahun 
2008 teniang Anggaran Pcndapaian dan Belanja Daerah (ArBO) 
Tahul1 !\nggclf<1l1 200S. 

IVIEMliTlISKAl\ : 

Menetapkan	 PERATlIRAN BUPATI L\:\IPC\G TIMlIR TENTANG 
PEDO~IAN PELAKSANAAN A:\GGARAN PE~DAPATAN Df,N 
BEL~~JA DAERAH KABUPATL\ LAMPtJNG TIMUR TAHUN 
ANGGARAN 2008 

BABI
 
KETENTUAN UML:\I
 

PasaI I
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh pernerintah daerah 
dan dcwan pcrwak ilau ruky.u dacrah (IWRD) ncnurut azas otouomi dan tugas 
pernbantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya da lam sistem dan Prj nsip Negara 
Kcsatuan Republik Indonesia scbagaimnna dimaksud dalam Undang-undang Dasar 
Ncgara Republik indonesia Tahun 1945; 

2.	 Pcmcrintah Dacrah yaitu Pcmcrintah Dacrah Ku'rupatcu I.ampung Timor; 

3.	 Kcuangan daerah adalah scmua hak dan kcwajiban di1'~rah dalam rangku pcnvclcnggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilri dengan uang terrnasuk dalamnya segala bentuk 
kckayaan yang berhuhungan dcngan hak dan kcwajiban dacr.rh tcrscbut; 

4.	 Pcngclo!a keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mclipuli percncanaan, 
pelaksanaan penatausahaan, pclaporan, pcrtanggungjawaban dan pcngawasan keuangan 
daerah; 

5.	 Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah yang sclanjutnya discbut !\PBD adalah 
Angvaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

6.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah 
Kabupaten Lampung Timur selaku per.gguna anggaran/pengguna barang; 

7.	 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, 
yangjuga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 

8.	 Organisasi adalah unsur pernerintahan dacrah yang tcrdiri dari DPRD, Kcpala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah; 



9.	 Bvpati adalah Bupati I.ampung Timrr; 

10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Larnpung Timur; 

11. Ketua OPRD adalah Ketua DPRD Larnpung Tinur: 

12. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

13. Pcmegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Duerah adalah Kcpala Daerah yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daera11; 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan 
kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengeloiaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah; 

IS. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak 
dalarn kapasitas sebagai bcndahara urnurn daerah: 

16. Pengguna Anggaran adalr h pejabat pemcgang kcwcnaugan penggunaan anggaran	 untuk 
melaksanakan tugas pokok dan Iuugsi SKPD yang dipimpinnya; 

17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pcnggunaan barang rnilik daerah; 

18.	 Kuasa Bendahara Umurn Daerah selanjutnva discbut Kuasa 13UD adalah pejaba: yang 
dibcri kuasa untuk mclaksnnakan s<:bag,ian lll~as l~lll)~ 

19.	 Kuasa Pcngguna Anggaran adalah pejabat yang clibcri kuasa untuk mclaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalarn melaksanakan sebagian tugas dan (-'ungsi 
SKPD; 

20. Pejabat Penarausahaan Kcuangan SKPD	 \ang sclanjurnya disingkat PPK-SKPD .idalah 
pcjabat yang mcluksanakan Iungsi lata usaha kcuangan pada SKPD; 

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya d.singkat	 PPTK adalah pejabat pada 
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kcgiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya; 

22. Bendahara	 Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakr.n dan rnempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada SKPD: 

23. Bcndahara Pcngeluaran adalah pcjabar	 hrrgsionu] yang ditunjuk mcncrima. menyimpan, 
membayarkan, mcnatausahakan dan mcmpcrtanggungjawabkan liang untuk kcpcrluau 
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

24. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yrll1g mclaksanakan satu atau bcbcrapa progrnm: 

25. Tim	 Anggaran Pemerintah Daerah yang selanj.nnya disebut TAPD adalah Tirn yang 
dibentuk dengan Keputusan Kopala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Dacrah yang 
mcmpunyai tugas mcnyiapkun scrta mciaksanukan kcbijakan Kopala Dacruh dalum 
rangka pcnyusunan APBD yang anggolanya tcrdin dan pcjabat pcrcncana daer.ih, PPKD 
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

26. Rencana Kerja dan Anggaran	 SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan pcnganggaran )Iang bcrisi rencana pcndapatan, rcncana bclanja 
program dan kegiatan SKPD serta rei.cana pernbiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 

27. Dokumen	 Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adaJah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pel11biayaan yang digunakan scbagai dasar pclaksanaan anggaran oleh pcngguna 
anggaran; 

28. Dokumcn	 Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, 
beJanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan ~ll1ggaran 

oleh pengguna anggaran; 



29. Surat	 Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dam untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 

30. Surat	 Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiaian/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pernbayaran; 

31. Surat	 Permintaan Pembayaran Dang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 
adalah dokumen yang diajukan oleh bcndahara pcugeluaran untuk penuintaan uang muka 
kerja Yang bersifat pengisian kembali (I'cvulving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung; 

32. Surat Permintaan Pembayaran	 Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung; 

33. Surat	 Perrnintaan Pernbayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU 
adalah dokurnen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan tambahan 
uang persediaan guna mclaksanakan kegiatan SKPD yang bcrsifai mendesak dan tidal. 
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan; 

34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 
dokurncr yang diajukan olch bcndahara pengeluaran untuk pcrmintaan pcrnbayaran 
langsung kcpada pihak kctiga alas dasar pcrjanjian kontrak kcrja atau sural pcrintuh kerja 
lainnya dan pembayaran gaji dcngan jumlah, pcnerima, peruntukan dan waktu 
pernbayaran tcrtentu yang dokumcnnya disiapkan olch PPTK; 

35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dising'cat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPP,-SKPD, 

~6.	 Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan yang selanjutnva disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan 
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan; 

37. Surat Perintah Membayar Ganti Dang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD yang dananya 
dipcrgunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 

38. Surat	 Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM
TD adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena 
kebuiuhan dananya melebihi dari j umlah batas pagu uang persediaan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan; 

39. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
pcncrbitan SP2D atas bcban pcngcluaran IW;\-SI<.PD kcpada pihak ketiga; 

40. Surat	 Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang ditcrbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

BAB II
 
PRINSIP - PRINSIl> PELAK~ANAAN APRD
 

Pasa) 2
 

(1)	 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
prinsip keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efektif, cfisien, ekonomis, transparan dan bcrtanggung jawab dengan mernperhatikan azas 
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, 



(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimuksud pada ayat (I) mempunyai pengertian sebagai bcrikut : 

a.	 Dikelola Secara tertib yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat 
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan; 

b.	 Taat pada peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah 
harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 

c.	 Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu 
dengan cara membandingkan keluaran dengnn hasil; 

d.	 Elision rncrupakan pcncapaian kcluaran yang maksimum dcngan masukan tcrtentu atau 
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; 

c.	 Ekonomis merupakan pcmerolehan masukun dcngan kualitas dan kuantitas tertentu pada 
tingkat harga yang terendah; 

1'.	 Transparan rnerupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi scluas-luasnya tentang kcuaugan dacrah; 

g.	 Bertanggung jawab merupakan perwujudan kcwajiban seseorang untuk mempertanggung 
jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan; 

h.	 Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau 
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif, 

I.	 Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakuk.m dengan wajar dan 
proporsional; 

J.	 Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan 
kebutuhan masyarakat. 

(3) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran yang 
dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah untuk keperluan : 

a.	 Perayaan atau kegiatan hari besar; 

b.	 Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan scbagainya untuk 
berbagai peristiwa; 

c.	 Iklan ucapan selamat dan sebagainya; 

d.	 Pesta untuk berbagai pcristiwa pcrangkat dacrah; 

c.	 Peugeluaran lain-lain untuk kegiatan/kcperluan yang s .jenis/serupa dengan yang tersebut 
di atas. 

(4) Satuan	 Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran, harus dapat 
menggunakannya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu pelaksanaan serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

BAB III
 
PELAKSANAANPENGELOLAAN
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA.H
 

Bagian Kcsatu
 
Pemegang Kekuasaan Pcngclolaan Keuangan Daerah
 

Pasal 3
 

(1) Bupati sclaku kepala Perncrintah Dacrah adalah pcmcgang kckuasaan pcngclolaan keuangan 
daerah dan mcwakili Pcn.erintah Ducrah d.uam kcpcmilikan kckayaan daerah yang 
dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan. keuangan daerah mempunyai kewenarigan mcnetapkan : 
a.	 Kebijakan pelaksanaan APBD; 
b.	 Kebijakan pengelolaan barang daerah; 



c.	 Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang; 
d.	 Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; 
e. Pejabat yang bertugas melakukan pernungutan penerimaan claerah;
 
1'. Pejabat yang ber.ugas rnelakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 
g. Pejabat yang bcrtugas melakukan pengelolaan barang milik daerah dan;
 
b Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 

(~)	 Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuaugan daerah melimpahkan sebagian atau 
seluruh kekuasaannya kcpada : 

a.	 Sekretaris Daerah selaku koordinator pcngclola kcuangan dacrah; 
b.	 Kepala SKPKD selaku PPKJ) dan; 
c.	 Kepala SKPD selaku pejabat pcngguna anggaran ! pcngguna barang. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bcrlaku meleka: pada jabatan 
struktural. 

Bagian Kedua
 
Koordinator Pcngelolaan Kcuangan Dacrah
 

Pasal4
 

(1) Sekretaris	 Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, mempunyai peran dan 
fungsi dalam mernbantu Bupati dalarn mcnyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah .ermasuk pengelolaan keuangan daerah. 

(2)	 Sekretaris Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang : 

a.	 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 
b.	 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 
c.	 Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
d.	 Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan 

APBD; 
e.	 Tugas - tugas pcjabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; 
f	 Penyusunan laporan keuangan daerah dalarn rangka pertanggung jawaban pelaksanaan 

ArGO; 

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : 

a.	 Memimpin TAPD; 
b.	 Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 
c.	 Mcnyiapkan pedoman pclaksanaan barang dacrah; 
d.	 Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
e.	 Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan 

kuasa yang diiimpahkan oleh Kepala Daerah; 

(4) Koordinator pengelolaan keuangan dacrah	 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada Bupati. 

Bagian
 
Ketiga Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah
 

I'asa15
 

(1)	 Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelolz Keuangan Daerah (PPKD) mernpunyai tugas : 

a.	 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b.	 Menyusun rancangan APBD dan rancangan Peruhahan APBD; 
c.	 Melaksanakan pernungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dcngan Peraturan 

Dacrah; 
d.	 Melaksannkan Iungsi GUO; 
c.	 Mcnyusun laporan keuangan dacrah dalarn rungka pertanggung jawaban pclaksanaan 

APBD; 
f.	 Melaksanakan tugas laimyaoerdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; 



(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya sclaku BUD 

berwenang : 

a.	 Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b.	 Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
c.	 Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d.	 Memberikan petunjuk pelaksanaan sistem pcncrirnaan dan pengeluaran kas daerah; 
e.	 Melaksanakan pernungutan pajak daerah; 
f.	 Menetapkan SPD; 
g.	 Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pcmberian puuaman atas nama pcmcrintah 

daerah; Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
h.	 Mcnyajikan inforrnasi kcuangan c!<1CI",111; 
I.	 Melaksanakan kebijakan dan pcdoman pengelolaan serta penghapusan barang milik 

dacrah; 

(3)	 PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah 
selah Kuasa BUD yang ditetapkan dcngan kcputusan Bupati 

(4)	 PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal6 

(1)	 Penunjukkan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 ayat 3 ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Kuasa BUD mempunyai tugas : 

a.	 Menyiapkan anggaran kas; 
b.	 Menyiapkan SPD; 
c.	 Menerbitkan SP2D; 
d.	 Menyusun seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; 
e.	 Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga 

kcuangan lainnya yang ditunjuk; 
f.	 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 
g.	 Menyimpan uang daerah; 
h.	 Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; 
1.	 Melakukan pcmbayaran berdasarkan permintaan pejabat pcnggunn anggaran atas bcban 

rckcniug kas Ull1l1l11 dacrah; 
J.	 Mclaksanakan pcrnberian pinjaman alas nama pcmcrintah daerah; 
k.	 Mclakukan pcngelolaan utang dan piutang cl'lcrah; 
1.	 Melakukan penagihan piutang dacrah; 

(3)	 Kuasa 3UD bertanggung jawab atas peiaksanaan tugasnya kepada BUD. 

Pasal7 

PPKD dapat mclimpahkan kepada pcjabai lainnya dilingkungan SKPKD untuk rnelaksanakan 
tugas - tugas sebagai berikut : 

a.	 Menyusun rancangan APBD can rancangan Perubahan APBD; 
b.	 Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
c.	 Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
d.	 Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberianjaminan atas nama pemerintah daerah; 
e.	 Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
f.	 Menyajikan informasi keuangan dacrah: 
g.	 Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. 



Bagian Kecmpat
 
Pejabat Peugguna Anggaran/Pengguna Barang
 

Pasal8
 

(1)	 Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, mempunyai tugas : 

a.	 Menyusun RKA - SKPD; 
b.	 Menyusun DPA - SKPD; 
c.	 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran bels nja; 
d.	 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan rr.emerintahkan pernbayaran;
 
f Mclaksanakan pcmungutan pcncrimaan bukan pajak;
 
g.	 Mengadakan ikatanJperjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditctapkan; 
h.	 Menandatangani SPM; 
1.	 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 
J.	 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 
k.	 Menyusun dan menyampaikan laporan keuaugan SKPD yang dipimpinnva; 
l.	 Mcngawasi pclaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
m.	 Melaksanakan tugas-tugas pcnggun<l unggarar./pcngguna barang lainnya bcrdasarkan 

kuasa yang dilimpahkan anggaran S!(PD yang dipimpinnya; 
n.	 Bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah; 

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Pejabat pengguna 
anggaran/pengguna barang dapat dibantu oleh Petugas Pengurus Barang dan Petugas 
Penyimpan Barang yang diangkat oleh Bupati atas usu1 Kepala SKPD. 

Bagian Kelirna
 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
 

Pasal9
 

(1)	 Pejabat pengguna anggaran/penggur.a barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat 
melimpahkan sebagian kewenangan.iya kepada Kepa1a Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

(2)	 Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, 
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerjc, lokasi, kompctcnsi dan/atau 
rcntang kcndali dan pcrtimhangun objcktif lainuya. 

(3)	 Pelirnpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan olch Bupati atas usul kcpala SKPD. 

Bagian Keenum
 
;'?ejabat Pelaksaua Teknis Kegiatan
 

Pasal 10
 

(1)	 Pejabat pengguna anggaran/barang dare Kuasa pengguna anggaran/kuasa barang dalam 
melaksanakan program dan kcgiulau mcnunjuk pejabat pada unit kcrja SKPD sclaku PP'I'K. 

(2)	 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan pertimbangan kompetensi 
jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objektif lainnya. 

(3)	 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Pejabat pengguna anggaran/ 
pengguna barang bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ 
pengguna barang. 

(4)	 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK.) yang diangkat oleh Kuasa pengguna anggaran/ 
Kuasa pengguna barang bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa pengguna 
anggaran/Kuasa pcngguna barang, 

(5)	 Pcjabat Pclaksana Tcknis kcgiatan SKPD mcmpunvai [LIgas mcncakup : 



a.	 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
b.	 Melaporkan perkcmbangan pclaksanaan kcgiatan: 
c.	 Mcnyiapkan dokumen anggaran (dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang 

terkait dengan persyaratan pembayaran) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Ketujuh
 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKJ>D
 

Pasal 11
 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat 
dalam DPA SKPD, Kepala SKPD rneuetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tara usaha 
keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 

(2)	 PPK-SKPD mempunyai tugas: 

a.	 Mcneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang d,1I1 jasa yang disampaikan oleh 
bendahara pcngcluaran dan diketahui/disetujui olch PPTK; 

b.	 Mcncliti kclcngknpan SPP-UP, SPI)-GU, SPI)-TlJ dan SPP-S gaji dan tunjangan PNS 
scrta pcnghasilan lainnya yang diictapkan scsuai dcugan kctcntuau pcrundang-uudangan 
yang diajukan olch Bcndahara pcngcluaran: 

c.	 Melakukan verifikasi SPP; 
J.	 Mcnyiapkan SPM; 
e.	 Mclakukan vcrifikasi harian alas pcncrimaan 
f.	 Melakukan verifikasi SPJ; 
g.	 Mclaksanakan akuntansi SKPD; 
h.	 Mcnyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(3) PPK - SKPD tidak boleh merangkap sebagr.i pejabat yang bertugas melakukan pemnngutan 
penerimaan daerah, bendahara dan PPTK. 

Bagian Kcdelapun 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 12 

(1)	 Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran 
sebagai pejabat fungsiona' untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran pada SKPD. 

(2)	 Bendahara Penerirnaan dan l3endahara ?engeillaran buik sccara langsling maupun ridak 
langsung dilarang melakukan kcgiatan pcrdagangan, pckcrjaan pcmborongan dan pcnjualan 
jasa atau bcrtindak sebagni pcnjami» alas kcgialan/pckcl:iaan/pcnju,~lan, scrta merubuka 
rckening/giro pos atau mcnyimpan uang pada suatu Bank atau lernbaga kcuangan lainnya 
atas nama pribadi. 

(3)	 Bendahara Penerimaan dan dcndahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat 
dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeiuaran Pernbantu. 

(4)	 Bcndahara Pcncrimaan dan Bcndaharu l'cngcluaran sccara fungsional bcrtanggullg jawab 
atas pclaksanaan tugasnyu kcpada [)Pl(D sclaku BUD. 

Pasal13 

(1)	 Dalam melaksanakan tata usaha keuangan pada satuan kerja, Bendahara dapat dibann. 
bcbcrapa pcmbantu Bcndahara, sckurang-kurangnya tcrdiri dari scorang kasir, pcnyimpan 
uang, pencatat pembukuan, pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang. 

(2)	 Penetapan pernbantu bendahara tersebut d.sesuaikan dcngan kebutuhan dan ditctapkan 
dengan keputusan Kopala Dacrah. 

Pasal 14 

(I) Dalam hal bcndahara menyimpan uang dalam suatu Bank, maka penyimpananuya dilakukan 
pada PI. Bank Lampung dalam bentuk Giro Dinas; 



(2)	 Jasa Giro atas simpanun Beudahara dimaksud aga; dipindahbukukan ke rckening Kuasa 
Bendahara Umum Daerah (BUD)~ 

(3)	 Pcnanggung Jawab Anggaran dan Bcndahara wajib menyeienggarakan Pernbukuan/ 
Pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat dikctahui: 

a.	 Bahwa ikatan (komitrnen) yang telah dibuatnya tidak melarnpaui batas anggaran yang 
tersedia dalarn Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA
SKPD) dan kode rekening kegiatan belanja; 

b.	 Jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia; 
c.	 Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; 
d.	 Perbandingan antara rencana dan pelaksanaanuya; 
e.	 Penggunaan dana bagi pengadaan barangljasa produksi dalam dan lnar negeri. 

Pasal 15 

(1)	 Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan diatur ketentuan sebagai berikut: : 

a.	 Apabila melebihi 3 (tiga) hari sarnpai sclama-Iamanya 15 (lima bclas) hari, Bcudahara 
penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pelaksana tugas yang 
ditunjuk untuk mclakukan pcnyctorau dan ugas-tugas lscndahara pcncrimaan alas 

tanggung jawab Bendahara penerimaan yang bersangkuian dengan diketahui kepala 
SJ(PD~ 

Jb.	 Apabila mclcbihi J5 (lima betas) hari sampai sclama-lamanya (satu) bulan, harus 
ditunjuk pejabat Bcndahara Pcnerimaan dan diadakan bcriia acara scrah tcrima; 

c.	 Apabila Bendahara pcnerimaan sesudah J (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan 
tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari 
jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan 
penggantinya. 

(2)	 Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, diatur ketentuan sebagai berikut : 

a.	 Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 15 (lima belas) hari, Bendahara 
Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk 
melakukan penyetoran Jan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran alas tanggung jawab 
Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; 

b.	 Apabila melebihi 15 (lima belas) han sampai selama-larnanya 1 (satu) bulan, harus 
ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; 

c.	 Apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan 
tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari 
jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan 
penggantinya. 

BAB IV 
Penn tausahaa n Kcuangau Dacra h
 

Bagian Pcrtama
 
l.zas Urnum Penatausahaan J(cuangan Dacrah
 

Pasal 16
 

(I)	 Fcnggunu Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran, bendahara pencrima/pengcluaran dan orang 
atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan dacrah waj ib 
menyeienggarakan penatausahaan sesuai dcngan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang mcnandatangani dan/atau mengcsahkan dokurnen yang berkaitan dengan surat 
bukti yang menjadi dasar pcnerimaan dan/atnu pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan 
surat bukti dimaksud, 



Bagian Kcdua 
Pelaksanann Pcnatausahaan Kell:lIIgan Dacrah 

Pasall7 

(1)	 Untuk pelaksauaan APBD, Bupati mcnctapkan : 

a.	 Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. Pejabat yang diberi wev.enang menandatanuani SPM~ 

c.	 Pejabat yang diberi wewenang l1l engesahkan SP.!; 
d. Pejabat yang diberi wewcnang mer-andatangani SP2D; 
e.	 Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
f	 Bendahara pengeluaran yang mengelola belanjs bunga, helanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bclanja baniuan keuangan, belanja tidak 
terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; 

g. Bendahara penerimaan pernbantu dan bendahara pengcluaran pernbantu SKPD; 
h. Pejabat lainnya dalarn rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Penetapan	 pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Petgguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Barang dilaksanakan sesuai deugan kebutuhan. 

(3) Penetapan Pejabat lainnya sebagairnana dimaksud ayat (I) hurufb didelegasikan oleh Bupati 
kepada Kepala SKPD. 

(4)	 Pejabat lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat 3 mcncakup : 

a.	 Pf'K - SKPD yang dibcri wewcnaug mclaksauaknu fungsi lain usaha keuangau pada 
SKPD; 

b.	 PPT1<. yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu 
program sesuai dengan bidang tugasnya; 

c.	 Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan 
daerah; 

d.	 Pejabat Yang diberi wewcnang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti 
penerimaan lainnya yang sah; 

e.	 Pembantu bendahara penerimaan dania tau pernbantu bendahara pengeluaran. 

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud	 pacta ayat b dan ayat d dilaksanakan sebelur.i 
dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

Pllsal18 

( I)	 Untuk rncndu kung kclancaran (LIgas pcrbcndaharaa n, bcnduhara pcncrimaan dan bcndahara, 
pcngcluaran dapa: dibaniu olch pCll1b,1I1(1I bcndaharu. 

(::)	 Pcmbantu Bcndahara pcncrimaau mclaksanakan lungs: scbagai kasir atau pcmbuat dokurncn 
penenmaan. 

(3)	 Pcmbantu bcndahara pcngcluaran mclaksanakau I'ungsi scb,lgai kasii , pciubuat dokumcn 
pengeluaran uang atau pengurusan gaji. 

Bagial1 Kdiga 
Pcnatnusahaan Pcncrimaan
 

Pasa I t I)
 

(l)	 Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang 
ditunjuk dan dianggap sah sctelah Kuasa I~UD mcncriiua nota kredit. 

(2)	 Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan cant: 

a. Disetor langsung ke Bank oleh pihak ketiga; 
b. Disetor melalui	 Bank lain, badan, lcmbaga keuangan dan/atau Kantor pOS oleh pihak 

ketiga; 
c.	 Disetor melalui bendahara penerima oleh pihak ketiga. 

(3)	 Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pernbayaran oleh pihak ketiga 
kepada bendaharawan penerimaan ditcrbitkan dan disahkan oleh PPKD. 



Pasa) 20 

(1) Bendaharawan penerimaan wajib mcnyelenggarakan penatausahaan terhadap 
penerimaan dan penyetoran atas pencrimaan yang mcnjadi tanggungjawabnya. 

seluruh 

(2) Penatausahaan atas penerimaan mcnggunakan : 

a. Buku kas umum; 
b. Buku pernbantu perincian objck penerimaan; 
c. Buku rekapitulasi penerimaan harian. 

(3) Bendahara penerimaan dapat rr elakukan penatausahaan mcnggunakan : 

a. Surat ketetapan paja« daerah (SKP - Daerah); 
b. Surat ketetapan retribusi (SKR); 
c. Surat tanda setoran (STS); 
d. Surat tanda bukti pembayaran; 
e. Bukti penerimaan lainnya yang sah. 

(4)	 Bendahara pcnerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif 
atas pengeloJaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menvampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kcpada pcngguna anggaran/kll<lsa pcngguna anggaran 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikuinya. 

(5)	 Bcndahara pcncrimaan pada SI<.PD waj ib mcmpcrtanggungjawabkan sccara Iungsiona] ata~ 

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya deugan menyampaikan laporan 
pertanggung}awaban pcncrimaan kcpada PPKD sl~laku 13LJD paling lambat tanggal 10 bulan 
bcrikutnya. 

(6) Laporan pcrtanggungjawaban pcncrimaan dilampiri dcngan: 

a. Buku kas UI11UI11 

b. Buku pcmbantu perincian ohjck pcncrima.:n; 
c. Buku rckapitulasi pcncrirnaun harian: 
(1. Bukti penerimaan lainnya yang salt 

(7)	 PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas Iaporan 
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD. 

(8)	 Verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

(9)	 Mekanisme dan tatacara verifikasi, cvaluasi dan analisis diatur dcngan I'craturan Bupati. 

Pasal21 

(1)	 Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi gcografis wajib 
pajak dan/atnu wajib rctribusi tidak mungk in mcmbayar kcwajibannya langsung pada badan, 
lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
bendahara penerimaan dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. 

(2)	 Bendahara pcncrirnaan pcmbantu wajih mcnyclcnggarukan pcnatausahuan icrhadap scluruh 
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan vang mcnjadi tanggung jawabnya. 

(3)	 Penatausahaan atas penerimaan rncnggunakan : 

a. Buku kas 1I111UI11; 

b. 1311ku kas pcncrimuan uarian pcmbaniu. 

(4) Bendahara penerirnaan pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan : 

a.	 Surat kctetapan pajak daerah (SJ(P-[)acrah)~ 

b. Surat kctctapan rctribusi (SKR)~ 

c.	 Surat tanda setoran (SIS); 
d.	 Surat tanda bukti pembayaran; 
e.	 Bukti penerimaan lainnya yang sah. 



(5) Bendahara penerirnaan pemhantu wajib rnenyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan kepada Bendahara penerirnaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(6) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggungj awaban penerimaan. 

Pasal22 

(1)	 Bupati dapat mcnunjuk Ba.ik, Badan, l.cmbaga Keuangan atau kantor pos yanj, bertugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerirnaan. 

(2)	 Bank, Badan, Lernbaga kei.angan atau kantor pus scbagaimana dimaksud pada ava. \ 1) 
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) 
hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterirna. 

(3)	 Bank, Badan, Lembaga keuangan atau kantor pos mcmpertanggung jawabkan seluruh uang 
kas yang diterimanya kepada Bupati mclalui 8UD. 

(4)	 Tata cara penyetoran dan pcrtanggungjawaban ditctapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal23 

(1)	 Bendahara pcncrimaan pcrnbantu wajib meuyctor scluruh uang yang diterimanya ke 
rekening kas Ul~lUI11 dacrah paling lama I (satu) hari kcrja tcrhituug scjak uang kas tcrscbut 
J itcrirna. 

(2)	 Bcndahara pcncrimaan pcmbantu mcmpcrtanggungjawabkan bukti pcncrimaan dan bukti 
penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara penerimaan. 

Bagian Keempat
 
Pcnatausahaan Pcngcluaran
 

Paragraf 1
 
Penyediaan Dana
 

Pasal24 

( I)	 Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas rnenerbitkan Surat 
Penyediaan Dana (SPD). 

(2)	 Surat Penyediaan Dana (SPD) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. 

PasaI25 

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan bcrdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

Paragraf 2 
Permintaan Pembayaran 

Pasal26 

(I)	 Bcrdasarkan Sural Penycdiaan Dana (SPD) atau dokumcn lain yang dipcrsaruakan dcngan 
Surat Penyediaan Dana (SPD), Bcndahara pengeluaran mengajukan Surat ?erillintaan 
Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK
SKPD. 

(2)	 Perrnintaan pcmbayaran untuk suatu kcgiatan dapat tcrdiri dari SPP-UP/CU/TU dan/atau 
Sl'P - LS. 

(3)	 Surat Pcrmintaan Pcrnbayaran (SPP-liP/C1U/TU dan/aiau SPP-LS) scbagaimana dimaksud 
ayat (2) tcrdiri dari : 

a. Surat Permintaan Pernbayaran Uang Pcrsediaan (SPP - UP): 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Angg<]f'a'1 
melalui PPK - SKPD dalaru rangka pengisian uang persediaan. 



Dokumcn SPP - UP tcrdiri dari : 

1) Surat Pengantar SPP-lJP; 
2) Ringkasan SPP - UP; 
3) Rincian SPP - LIP; 
4)	 Salman SPD; 
5) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; 

6) Lampiran lain yang diperlukan, 

b.	 Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP - GU): 

Pcncrbitan dan pcngujuan dokumcn SJlJl-(Jl) dilakukan olch [kndahara lcngcluuran 
untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarun 
mclului [>[>[(-SI([ll) dal.uu r;lngka gailli uaug pcrxcdiauu. 

Dokumen SPP - CiU terdiri dari : 

I) Surut l'cngantar SPP-(Jl); 
2) Ringkasan SPP-GU; 
3) Rincian SPP-GU; 
4) Surat pengesahan laporan pertanggi.ngjawaoan bendahara pengcluaran atas 

pcnggunaan dana SPP - UP/GU/TU sebelumnya; 
5) Salinan SPP-GU; 
6)	 Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dirninta tidak dipergunakan untuk 
keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; 

7)	 Lampiran lain yang diperlukan. 

Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
sebagairnana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b. point 4) tercantum dalam Lampiran II. 1 
Peraturan Bupati ini. 

c.	 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) : 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. 

Dokumcn SPJl-TU tcrdiri dari : 

I) Surat Pcngantar SPP-TU;
 
2) Ringkasan SPP-TU;
 
3) Rincian SPP-TU;
 
4) Salman SPP-TU;
 
5) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk 
keperluan selain tambahan uang pcrsediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; 

6) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang 
persediaan; 

7) Lampiran lain yang diperlukan. 

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mcndapat persetujuan PPKD dengan 
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam keputusan 
kepala daerah. 

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan 
pcngeluaran SKPD yang harus dipcriunggung jawabkan. 

Format surat ketcrangan scbagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. Point 6) tercantum 
dalam lampiran 11.2 Peraturan Bupati iii. 

Format surat peruyataan scbagair.iana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf a. Point 5), huruf 
b. point 5), hurufc. point 5) tcrcantum dalarn lampiran II. 3,4 dan 5 Peraturan Bupati ini. 



d. Surat Permintaan Pernbayaran Langsung (SPP-LS) : 

Penerbitan dan pcngajuan dokumcn SPP-LS untuk pcmbayaran gaii dan tunjangan sena 
penghasilan lainnya sesua i dengan peraturan perundang-undangan dilukukan oleh 
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran melalui PPK - SKPD. 

Dokumen Sl-'P - LS terdiri dari : 

1) Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Ringkasan SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Lampiran SPP-LS; 

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pernbayaran gaJ I jan tunjangan penghasilan 
mencakup: 
I) Pembayaran gaji induk; 
')) _ G .. ].IaJI SUSLI an; 
3) kck urangau g,lj i; 
4) Gaji terusan; 
5) Uang muka wafat/tcwas yang dilcngkapi dcngan daltar gaj: .r..h.l. ga.ll 

<usulan/kekurangan gej i/uang wafat/tewas 
6) s« CPNS; 
7) SK PNS; 
8) SK kenaikan pangkat; 
9) SKjabatan; 
10) Kenaikan gaji berkala 
11) Surat pernyataan pelantikan; 
12) Surat pernyata.,n masih menduduki jabatan; 
13) Surat pernyataan rnelaksanakan tugas 
14) Daftar keluarga (KP4); 
15) Photo copy surat nikah; 
16) Photo copy akte kelahiran; 
17) Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPF) gaji; 
18) Daftar potongan sewa rumah, dinas; 
19) Surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
20)	 Surat pindah; 
21) Sural kcmatian; 
22) SSP I)[)!l Pasal 21: 
23) I'craturan Pcrundang-undnngan mcngcnai pcnghasilun pimpinan dan anggota DPRD 

serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wak il kepala dacrah. 

Format dokumcn SPP-UP, SPP-GU, spp-'ru dan SI)P-LS scbagaimana dimaksud Pasal 
24 ayat (2) huruf a., huruf b., huruf c, dan huruf d tcrcantum dalam larnpiran ll. 6, 7 dan 8 
Peraturan Bupati ini. 

(4)	 Kclcngkapan larnpiran Dokumcn SPP-LS pcmbayaran gail dan tUlljang,lIl digunukan scsua: 
dcngan pcruntukan. 

Pasal27 

(1)	 Dokumen SPP-LS untuk pengadaan harang dar. jasa terdiri dari : 

a. Surat Pengantar SPP - LS; 
b. Riugkasan SPP - LS; 
c. Rincian SPP - LS~ 

d. Lampiran SPP - LS~ 

(2)	 Lampiran dalam dokumcn SPP-LS untuk pcngadaan barang dan jasa schagnimana dirnaksud 
pada ayat (2) huruf d mcncakup : 

a. Salinan SPD; 
b. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; 



C.	 SSP discrtai Iaktur pajak (PPN dan PPh) yang tclah diiandatangani wajib pajak dan wajib 
pungut; 

d. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor reker-ing bank pihak ketiga.; 

e.	 Berita acara penyelesaian pekerjaan; 
f.	 Berita acara serah terima barang dan jasa; 
g. Berita acara pernbayaran; 
h. Kuitansi berrnaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan Bendahara	 serta 

disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengg.ma anggaran; 
I.	 Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lemb.iga 

keuangan non bank; 
.J.	 Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau 

seluruhnya bersumbher dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; 
k. Berita	 acara pcrueriksaan yang ditnndatangani oleh pihak kctigu.rckanan serta lI11Sur 

panitia perneriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; 
1.	 Surat ar.gkutan atau konsumen apabiln pcngaduan barang dilaksanakan di luur wilayah 

kcrju; 
m. Surat	 pemberitahuan potongan denda keierlambaian pekerjaan dari rrTK apabila 

pckcrjaan mcngala.ni kcrtcrlambatan 
11.	 Foto/buku/dokumcntasi tingkat kcmajuau/pcnyclcsaian pckcrjaau; 
o.	 Poiongan Jamsostck: 
p. Khusus	 untuk pckcrjaan konsultan Yang pcrhitungan harganya mcnggunakan biaya 

personil (billing rate), berita acara prestasi kernajuan pekcrjaan dilaIII piri de.igan bukti 
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti 
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian 
dalam surat penawaran. 

(3) Kelengkapan lampiran Dokumen	 SPP-LS pengadaan barang dan jasa digunal.an sesuai 
dengan peruntukannya. 

Pasal28 

(1)	 PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengaj nan permintaan perubayaran; 

(2)	 Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran setelah 
ditandutungani olen Pf'T'K, guna mcmpcrolch pcrsctujuan Pcngguna i\ng:~aran/l(uasa 

Pcngguna i\nggaran mclnlui P\)I(-SI(PD; 

(3)	 SI)P-LS bclanja barang dan jasa dimaksud untuk pcmbayuruu langsllllg kcpada pihak kctiga 
berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kcrja setelah diperhitungkan kewaj iban pihak 
kciiga scsuai dcngan kctcntuan pcratur.in pcrundang-uudangan; 

(4)	 SPP _. LS belanja harang dan jasa untul: kcbutuhan SKPD yang bukun pcmbayaran langsung 
kepada pihak ketiga dikclola olch bcndchara pcngcluarun. 

Paxa 1 29 

(I)	 Dalam hal pcngajuan SPP-UP jumlah dana yang duninta dibatasi scbesar ~'4 (soper cmpat) 
dari pagu per kegiatan dikurangi LS (Pihak Ketiga). 

(2) Apabila keperluan belanja	 melarnpaui jumlah uang persediaan sebagairnana disehutkan 
dalarn ayat (1), maka dapat diajukan SPP- ru sebesar yang diperlukan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu	 1 (satu) bulan setelah pengajuan SPP-TU terdapat dana yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Bendahara Pengeluaran SKPD hams 
mengembalikan sisa Tambahan Uang tersebut ke rekening Kas Umum Daerah. 

(4)	 Bendahara pengeluaran SKPD tiduk dapat mcngajukan SPP-GU terrnin berikutnya apabila 
SPP-UP/GU yang lalu belum dipertanggungjawabkan dcngan bukti pcnyampaian SPJ yang 
telah disahkan (ditandatangani) o1eh Pcngguna i\nggaran/Kuasa Pcngguna i\nggaran. 



Pasal30 

SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) untuk pcmbayaran pengeluaran 
lainnya yang bukan untuk pihak ketiga. 

Pasal31 

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 
keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan 
SPP-LS yang diajukan kepada PPKD me1alui PPK - SKPKD. 

Pasal32 

(1)	 Dokumen yang digunakan oleh bend.ihara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran 
permintaan pembayaran mencakup : 
a. Buku kas limlim 
b. Buku sampanan/bank 
c. Buku pajak 
d. Buku panjar 
e. Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek 
f. Register SPP-UP/GU/TU/LS 

(2)	 Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pcmbayaran untuk setiap kegiatan 
dibuatkan kartu kcndali kcgiatan; 

(3)	 Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP 
mencakup Register SPP - UP/GU/TU/LS; 

(4)	 Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tercantum dalam Lampiran JI.9 
Peraturan Bupati ini. 

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, d, e dan f eli atas tercantum dalam 
Lampiran 11. 10, II, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Bupati ini 

Pasal33 

(1)	 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP 
UP/GO/TU yang diajukan Bendahara Pengeiuaran. 

(2)	 Dalarn hal penelitian kelengkapan dokurnen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

(3)	 Apabila dokumen SPP tidak lengkap, PPK - SKPD mengcmbalikan dokumen SPP 
UP/C;U/TU/LS kcpada Bcudahara Pcngcluaran untuk dilcngkapi. 

Paragraf 3
 

Pcrintab Mcmhayar
 

rasal34
 

(1)	 Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dinyatakan 
lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SP\.1. 

(2)	 Dalam hal dokumen SPP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dinyatakan tidak 
lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak 
menerbitkan SPM. 

(3)	 Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran berhalangan, yang 
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang ciberi wewenang untuk rnenandatangani SPM. 



Pasal35 

(1) Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. 

(2) Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
dokumen SPP. 

(3)	 Format penerbitan SPM dan penolakan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2', di atas 
terlampir dalam Lampiran II. 16 dan 17 Peraturan Bupati ini. 

Pasal36 

SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untu': pcncrbitan SP2D. 

Pasal37 

(l)	 Dokumen-dokumen yang digunakan olch Pcngguna Anggaran Kuasa Pcngguna Anggaran 
dalam mcnatausahakan pcngcluaran perintah men.bayar mcncakLIp • 

3. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS 
b. Register surat penolakan pcncrbitan SPM 

(2)	 Penatausahaan pengeluaran perintah membayar dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

(3)	 Setelah tahun anggaran berakhir Pengguna Anggoran/Kuasa Pengguna Anggaran dilarang 
menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. 

(4)	 Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terlampir dalam Lampiran If. J8 dan 19 
Peraturan Bupati ini, 

Paragraf 4
 
Pencairnn Dana
 

Pasal38
 

(1)	 Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui 
pagu dan memenuhi pcrsyaratan yang ditctapkan dalam pcraturan pcrundang-undangan. 

(2)	 Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk pcncrbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung 
jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(3)	 Keleugkapan dokurnen SPM-UP untuk pcncrbitan SP2D mcncakup : 

a.	 Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
b.	 Surat pengesahan pertanggung jawaban bcndahara pengeluaran periode sebelumnya; 
c.	 Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran 

yang sah dan lcngkap; 
d.	 Bukti atas penyetoran PPN/PPh; 

(4)	 Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung 
jawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(5)	 Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup : 

a.	 Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa PCI1gg11na Anggaran; 
b.	 Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dcngan kelcngkapan persyaratan 

yang ditctapkan dalam pcraturan pcrundang-undangan. 

(6)	 Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD menerbitkan SP2D. 

(7)	 DaJam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah daniatau 
pengeluaran tersebut rnelampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. 



(8)	 Dalarn hal Kuasa BUD bcrhulangan, yang bcrsangkuran daput mcnunjuk pcjabar yang 
diberi wewcnang untuk menandatangani SP2D. 

(9)	 Format SP2D sebagaimana dimaksud ayat (4) terlarnpir dalam Lampiran 11. 20 Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 39 

(1)	 Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhtung sejak diterimanya pengzjuan 
SPM. Penolakan penerbitan SP2D paling lama I (satu) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya pengajuan SPM. 

(2)	 Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dirnaksud ayat (I) ter.ampir dalarn 
Lampiran II. 21 Peraturan Bupati ini. 

Pas:!I140 

(1)	 Kuasa BUD rnenycrahkan SP2D yang ditcrhiikan untuk kcpcrlu.m uang pcrscdiaan/ganti 
Liang pcrsediaan/bantuun uang kcpada Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(2)	 Kuasa nUD mcnycrahkan SP2[) yang ditcrbiikan uniuk kcpcrluan pcmbuyaran langsung 
kepada pihak ketiga. 

P;lsal 41 

(1)	 Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup: 

a.	 Register SP2D; 
b.	 Register surat penolakan penerbitan SP2D; 
c.	 Buku kas penerimaan dan pengeluaran. 

(2)	 Format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dalam lampiran II. 22, 23 dan 
24 Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 5
 
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
 

Pasal42
 

(1)	 Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan 
uang persediaan/ganti uang persediaan/bantuan uang persediaan kepada kepala SKPD 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulai. bcrikutnya. 

(2)	 Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran 
mcncakup : 

Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 
Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 
Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); 

Register pcnolakan laporan pcrtnnggungjawabnn pcngcluarun (SPJ);
 
Register pcnutupan kas
 

(3)	 Format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampir dalam Lampiran 11. 25, 26, 27, 
28,29 clan 30 Peraturan Bupati ini. 

(4)	 Dalam mempertanggungjnwabkan pengclolaan uang persediaan, dokumeu laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup : 

a.	 Buku kas umum; 
b.	 Ringkasan pengeluaran perincian objck yang discrtai dcngan bukii-bukti pcngcluaran 

yang sah atas pcngeluaran dari sciiap rincian obyck yang tcrcantum dalam ringkasan 
pengeluaran perincian obyek dimaksud 

c.	 Bukti penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara; 
d.	 Register penutupan kas. 



(5)	 Buku kas UI11UI11 ditutup sctiap bulan dcngan sepcngciahuan dan persctujuan Pengguna 
J\nggaran/K uasa Pengguna Anggaran 

(6)	 Dalam hal Japoran pertanggungjawaban telah sesuai, pcngguna anggaran menerbi tkan surat 
pengesahan laporan pertanggungjawaban. 

(7)	 Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban 
pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
ditetaplcan dalam Keputusan Kepala Daerah. 

(8)	 Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
pengeiuaran dana bulan Dcsember disa.npaikan paling larnbat tanggal 31 Descmbcr tahun 
bersangkutan. 

(9)	 Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas 
pengeluaran pernbayaran beban langsung kepada pihak ketiga 

(10)	 Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional 
alas pcngclolaan uang yang mcnjadi tanggun]; jawabny: dcngan mcnyampaikan laporun 
pcrtanggungjawaban pcngcluaran kcpada PPKD sclaku I3UD paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(11)	 Penyampaian pcrtanggungjawaban bcndahara pcngcluaran sccara Iungsional dilaksanakan 
setelah diterbitkan surat pcngesahan pcrtanggung.awaban pengcluaran oleh Pcngguna 
Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran. 

(12)	 Format dokumen pertanggungjawaban pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (10) 
terlampir dalam Lampiran II. 31 dan 32 Peraturan Bupati ini. 

Pasal43 

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD 
berkewaiiban : 

a.	 Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti 
pengeluaran yang dilampirkan; 

b.	 Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran pcrincian obyck yang tcrcantum dalam 
ringkasan perincian obyck; 

c.	 Menghitung pengenaan PPn/PPh atas beban pengeluaran perincian obyek; 
d.	 Menguji kebenaran sesrai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebe'umnya.
 

I'asal "14
 

(I)	 Bcn.iahara pcngcluaran pcrnbantu capat ditunjuk bcrdasarkan penimbangan tingkatan 
daerah, besaran SKPD, besaran juml.ih uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 
kornpetensi dan/atau rcntang kendali dan pcrtimbangan obyckrirluinnya 

(2)	 Bcndahara pcngcluaran pcmbaruu wajib mer.yclcnggarakan pcnatausahaan tcrhadap 
seluruh pengeluaran yang menjadi tanggllngjawabnya, 

(3)	 Dokumen-dokurnen yang digunakan olch Bcndahara pcngeluaran pcrnbantu dalam 
menatausahakan pengcluaran mencakup : 

Buku leas umum;
 
Buku pajak PPNIPPh;
 
Buku panjar.
 

(4)	 Bcndahara pcngcluaran pcrnbantu dalam rnclakukan pcnatausahaan mcnggunaknn bukti 
pengel uaran yang sah. 

(5;	 Bendahara pengeluaran pembantu wajib rnenyampaikan laporan pertr.nggungjawaban 
pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling larnbat tanggal 5 bulan berikutnya. 



(())	 l.aporan pCl"tanggungjawaban pcngcluarun mcncukup : 

Buku kas umurn; 
Buku pajak PPN/PPh; 
Bukti pengeluaran yang sail. 

(7)	 Bendahara pengeluaran rnclakukan verifikasi, evaluasi dan anclisis alas laporan 
pertanggungj awaban pengeluaran. 

Pasal45 

(1)	 Pengguna Anggarar/Kuasa Pcngguna Anggaran melakuk.m pemeriksaan kas yang dikelola 
oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pcngeluaran sekurang-kurangnva 1 i satu) kali 
dalam 3 (tiga) bulan. 

(2)	 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang 
dikelola olen Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Kas. 

(3)	 Berita Acara Pcmeriksaan Kas scoagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrlarr.pir dalarn 
lampiran II. 33 dan 34 Peraturan Bupaf ini. 

Pasal..t(l 

Bcudahara pcngcluaran yang mcngclo!a hclanja hungn, subsidi, hibah, baniuau sosi;l\, bclanja 
bagi hasil bantuan keuangan, belanja tidak tcrdugn dan pernbiayaan mclakukan pcnatausahaan 
sesuai dcngan kctcntuan pcraturan pcruudang-undangan 

Pasal ..t7 

Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran dapat menggunakan aplikasi 
komputer dan/atau alat elektronik lainnya. 

Pasal..t8 

Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka : 

a.	 Apabila meIebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 15 (lima belas) hari, Bendahara 
Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pelaksana tugas yang ditunjuk 
untuk melakukan penyetoran dan tugas-iuga» Beudahara Pengeluaran atas langgung jawab 
Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; 

b.	 Apabila melebihi i5 (lima belas) hari sarnpai selama-lamanya ] (satu) bulan, haws ditunjuk 
pejabat Bendahara Pengeluar..n dan diadakan berita acara serah terima; 

c.	 Apabila Bendahara Pengeluaran scsudah 3 (tiga) bulan bclurn juga dapat mclnksanakan 
tllgas, maka dianggup yang hcrsangkutan iclah mcngundurka» diri a(:lll bcrhcnt: dari 
jabatan scbagai Bcndahara Pcngcluuran clan ulch karcna itu scgcra diusulkan pcnggantinya. 

BAB V 
Pergeseran Angga ran
 

Pasa149
 

(1)	 Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta 
pergeseran antar objek belanja dalam jenis dan antara rincian objek belanja dalam objek 
belanja diformulasikan dalam Dokumen Pclaksanaan Perubahan Anggaran Satuan. 
Perangkat Kerja Daerah (DPPA-SKPD). 



(2)	 Pergcseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan alas 
persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

(3)	 Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja bcrkenaan dilakukan alas perseiujuan 
Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola kcuangau daerah. 

(4)	 Pergescran antar rincian objck belanja dalam objek helanja berkcnaan dan antar objek 
belanja dalam jenis belanja bcrkenaar dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati 
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar 
pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraiuran Daerah tentang 
Pcrubahan Auggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah (APED). 

(5)	 Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat 
dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 

(6)	 Ar.ggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat 
pergcseran-pergeseran belanja tcrsebut diatas, harus dijelaskan dalam kolom kctcrangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
(APBO). 

(7)	 Pergcscran anggaran scbagaimana dimaksud pada aval (4) dintas sclunjutnva ditata dalam 
pcrubahan Anggaran Pcudapatan dan Bclauja Dacruh (API3!)) Jan atau disampaikan pada 
perhitungan Anggaran Pe.idapatan dan Belania Daerah (APBD). 

BAB VI
 
Pcrjalana n Dinas
 

Pasal 50
 

(1)	 Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang rnelaksanakan perjalanan dinas 
diberikan biaya perjalanan dinas. 

(2)	 Perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Timur berlaku ketentuan sebagai ::)(:~rikut: 

a.	 Pegawai yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai yang telah diangkat 
menjadi Pegawai Negeri Sipil dan digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku; 

b.	 Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara 
atau Daerah, jika sudan tidak dapat lag: menggunakan sarana kornunikasi lain yang 
tersedia; 

c.	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah ynng melakukan perjalauan dinas yang selama 
berada diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya; 

d.	 Biaya pcrjalanan dinas yang :lkan mcmbcbani i)uklll11Cn Pclaksauaan /\ngg<lr,lI1 S,ltll([lI 

Kcrja Pcrangkat !JiICI<lh (f)P;\-SKPD) dialur schcm.r: IlHlngkin, 

e.	 Sebagai upaya pcngcndalian scbagaimana dimaksud pada huruf d, sehclum 
mclaksanakan perja.anan dinns, harus dibuat Ual'tar Ungkos Pcrjalanan Diuas (1)OeD): 

I'.	 Format I)(Wl) scbagaimaua dim.iksud huruf C di,ll,lS tcrlampir dalnm lamnirnn iUS 
Peraturan Bupati ini. 

(3)	 Pcgawai Ncgcr: Sipil/Pcjabat Dacrah Yilllg mclaksauakun pcrjalanan dinas diklasifikasikan 
sebagai berikut : 

a.	 Tingkat A : Pangkat/Golongan IV/a keatas dan Pejabat Daerah; 
b.	 Tingkat B : Pangkat I Golongan ill/a S.d. IWd; 
c.	 Tingkat C : Pangkat I Golongan ilia s.d. Ilid; 
d.	 Tingkat D : Pangkat I Golongan 11a S.d. lid. 



(4)	 Pegawai Ncgcri Sipil/Pcjaba! Dacrah yang melaksanakan pcrjalanan dinas kc luar negcri 
berlaku ketcntuan sebagaimana diatur dalarn Pcraturan Mcnteri Keuangan Nomor 96 Tahun 
2006. 

Pasal51 

(1)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang mclaksanakan perjalanan dinas harus mcndapnt 
Sural Pcrintah Tugas (SPT) dan Sural I'crinluh 1\~I:ialanan Dinas (SPPD) yang ditcrbitkan 
oleh pejabat yang berwenang : 

a.	 Bupati ditandatangani olch Bupau l.ampung Timur; 
b.	 Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur alae. Wakil Bupati Lampung 

Timur; 
c.	 Sckretaris Dacrah olch l3upati Larnpung Tirnur atau Wakil l3upati l.ampuru; Timur; 
d.	 Kepala SKPD di 1ingkungan Pernerintah Daerah Lampung Timur ditandatangani oleh 

Bupati/Wak il Bupati/Sekretaris Dacrah: 
e.	 Pejabat dibawah Kepala SKPD ter.nasuk Non Struktura1 Umuin (NSL) ditandatangani 

olch Kepala SKPD. 

(2)	 Apabila Pejabat yang berwcnang menerbitkan berhalangan, maka yang berhik menanda 
tangani adalah Pejabat yang mcwakili. 

(3)	 Surat Pcrintah TUg:1S (SP'T) dan Sural Pcrinlau Pcrjalanan Dinas (SI)I)DI l.urus diianda 
tangani olch pcjabat yang lcbih lillggi dari yang malakxanuk.u: pCljal:lILli1 Llinas (yang 
diperi ntah) 

Pasal52 

Perjalanan Dinas bagi Ketua, Waki1 Ketua Dan Anggota DPRD diatur tC[~':;lJ::·: oleh Kctua 
DPRD berdasarkan peraturan perundang-Undangau y:1l1g bcrlaku. 

Pasal53 

(1)	 Untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabup.ucn Lampung Timur b.:,U;L ketentuan 
sebagai berikut : 

a.	 Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Pcrjalanan Linas ,S?PD) ditanda 
tangani oleh Kepala SKPD sepanjang perjalanan dinas tersebut paling :3.111a 3 (tiga) 
han; 

b.	 Pcrjalanan dinas dalam Daerah lebih dari 3 (riga) hari, Surat Pcrintah Tug:1S (SPI) 
ditandatangani oleh Kopala SKPD, seduugkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati Larnpung Timur. 

(2)	 Untuk Pcrjalanan Dinas kc luar wilayah I(abupalcn l.ampuug Timur bcrlaku kctcnun.n 

yaitu Surat Perintah Tugas (SlYI') ditandatangani oleh Kepala SKeD, sedL'ng:":'an Surat 
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati atau Sekreiaris Daerah atas 
nama 8upati l.ampung Timur. 

Pas:lI S.J. 

(i)	 Pegawai Ncgcri Sipil/Pcjabat Dacrah yang ruclnksanakan pcrjalanau dinas diberikan biaya 
uang harian, transport, dan pcnginllpan 1I1111lk paling banyak .-+ (cmpat) ot":1t1g dcngan 
mcmpcrhaukan kctcntuan lard'yang bcrlaku. 

(2)	 Pegawai Ncgcri Sipil/Pcjabat Dacrah yang mclaksanal.an perjalanan dinas yang 
memerlukan kcndaraan tempel, Speed Boat dan Ojck maka diherikan biayu tarnbahan. 

(3)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang mclaksanakan perjalanan dims c1engan 
mcnggunakan Kcndaraan Dinas dibcrikun Bahan Bakar Minyak (l~l3M) dan tidak dibcrikun 
transport lokal serta minyak pelumas. 



(4)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang mclaksanakan perjalanan eli nas sekembaIinya 
rnelaksanakan tugas maka SPPD harus ditandntangani olch Pejabat yang hcrwcnang 
scbagai bukti bahwa tugas tcrscbut telah dilaksanakan. 

(5)	 Pejabat Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) yang 
melaksanakan perjalaru,n dinas selarnbat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kernbali 
diharuskan mernbuat laporan seca.a tertulis kepada Bupati. 

(6)	 Pcgawai Ncgcri Siril yang mclaksanukan pcrjalanan dinas sclambat-larnbatnva 7 (tujuh) 
hari sctclah kcmbali diharuskan mernbuat laporan secara tcrtulis kepada Kopala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPO) atas nama Bupa'i. 

(7)	 Pegawai Negeri Sipil/Pcjabat Daerah yang telah kembali dari perjalanan dims diharuskan 
mempertanggungjawabkan keuangan selambat-lam batnya 7 (tujuh) hari setelah 
melaksanakan perjalanan dinas. 

(8)	 SPPO ditanda tangani dan c1ibubuhi stempcl pada masing-rnasing Unit!lnstansi ) ang dituju 
sebagai salah satu syarat keabsahan Pertanggungjawaban Keuangan. 

(9)	 Biaya perjalanan dinas Pegawai Ncgcri Sipil/Pejabat Daerah perinciannya sebagairnana 
tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

BAB VII 
Lcm bu r Kcrja 

Pasal 55 

Pekerjaan/tugas yang tidak dapat dilaksanakan pada jam kerja karena terdesak waktu 
penyelesaiannya dapat dikerjakan diluar jam kerja (lembur) dengan keteruuan sebagai berikut : 

a.	 Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjnan yang mengingat sifatnya sangat penting dan 
sangat mcndcsak yang pcnyelesaiannya iidak dapat ditunda, dengan terlebih dahulu 
mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan pendukung lainnya dari Kepala SKPO; 

b.	 Kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang dipcrintuhkan menjalankan kerja lernbu- sckurang
kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang lernbur dan uang makan yang dapat 
dibayarka.i pada waktu pekerjaan lembur dilaksanakan; 

c.	 Pegawai Ncgcri Sipil yang mclaksanakan lcmbur pada hari kerja, batasan waktu kcrja 
Iembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat helas) jam dalam scm inggu; 

d.	 Pegawai Negeri Sipil yang mclaksanakan lcrnbur pada hari libur tarif Liang lcmbur dihitung 
200% dari tarif lembur hari kcrja; 

e.	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang rnelaksanakan tugas-tugas/pekerjaan rutnntas 
yang merupakan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerja Pcrangkat (SKPD) yang 
bcrsangk utan tida k diperkenanka n mcmbcntu k Tim/Pa nitia dan dibcri kan honor, uaug 
lelah/upah kcrja, inscntif icrkccuali Liang lcmbur dcngan ketcruuan rncmeuuhi kcicntuan 
dimaksud pada huruf a; 

f.	 Besarnya uang lernbur sebagairnana tcrcantum dalarn lampiran peraturan ini. 

Pasal56 

(1)	 Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan rapat, pertemuan 
yang tidak melibatkan instansi lain pada jam kerja hanya diberikan Snack. 

(2)	 Bcsarnya biaya konsumsi snack IIIaka 11, photo copy, jilid dan salllpul (covcr) dalalll rangka 
pelaksanaan kegiataJ1 yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendap~\tal1 dan Belanja 
Daerah (APBO) pada Ookumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Oaerah 
(OPA-SKPO) ditetapkan scbagaimana tcrcantllm dala1ll lampiran peraturan ini. 



BAH VIII
 
Pelaksanaan Kegiatan Pcndidikan dan Latihan Pendidikan dan Pelatihan,
 

Seminar atau Lokakarya scrta kcgiatan lain
 
Pasal 57
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang rnenyelenggarakan Pendidikan clan Pelatihan 
(Diklat) bagi aparatur pemerintah (pegawai negeri) dilaksanakan oJeh Bagian Kepegawaian 
Kabupaten Lampung Tirnur dengan bekerjasama dengan instansi yang bersangkutan. 

Pasal58 

(1)	 Kepacla aparatur Pemerintah Daerah yang rnengikuti atau melaksanakan pendidikan tugas 
bclajar dan pclatihan pcnjcnjangan scrta kursus atau kegiatan yang sCJC11lS dibcrikan 
bantuan biaya. 

(2)	 Besarnya bantuan biaya dimaksud pada ayat (1) scbagaimana tercantum dalam lampiran 
peraturan ini. 

Pasal59 

(1)	 Untuk mendukung kelancarai: pelaksanaan suatu kcgiatan dapat dibcntuk Panitia atau Tim 
Pelaksana/Penyelenggarn dan diiunjuk Pcnatar/Narasumbcr/l'cnccrnmah scrtu Moderator/ 
Pendarnping Pengajar. 

(2)	 Pcmbcntukan panitia atau lim dimaksud pada ayal (1) dibatusi pada hal-hal yang sangat 
diperlukan. 

(3)	 Kepada pejabat atau aparatur dimaksud pada ayat (J) diberikan honorarium y,lllg bcsarnya 
ditetapkan scbagaimana tercanium dalam larnpiran peraturan ini. 

(tl)	 Pernberian honorarium kepada Penceramah/Narasurnbcr dan moderator uniuk keperluan 
seminar, 1okakarya , sosialisasi atau sejenisnya disesuaikan antara mater: dengan waktu 
yang tcrscdia. 

(5)	 Honorarium Nara Sumber tidak dapat diberikan kepada Nara Sumbcr yang berasal dari 
Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung didalarn dan diikuti oleh 
Peserta Satker/Unit Eseion 11 yang bersangkutan. 

(6)	 Pcgawai Ncgcri Sipil/Pcjuba: Dacrah yang dittnjuk scbaga: pctugas pcnyuluh lapangan 
tidak diperkenankan mernbentuk tim dan tidak dibcrikan honorarium <.1,111 kepada y,c'1g 
bersangkutan hanya diberikan uang transport ke tempat tujuan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

BABIX
 
PENGADAAN BAfiANG DA\T JASA
 

SERTA PELAKSANAA~ PEKER.JAAN
 
Pasal 60
 

(1)	 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah (SKPD) diatur 
scbagai berikul 

a.	 Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang dan jasa kurang dari Rp. 5.000.000 
(lima juta rupiah) dilengkapi dengan surat pesanan dan melarnpirkan faktur/nota 
barang, kwitansi; 

b.	 Untuk nilai/jurnlah pembelian/pcngadaan barang dan jasa dengan. nilai Rp. 5.000.000 
(Lima juta rupiah) sid Rp.SOOOO.OOO (Lima puluh juta rupiah) di1cngkclpi surat pcrintah 
kerja (SPK) dan dokumcn-dokumcn pcngadaun [Jilrtll1g/jasa pcnunjukkan langsuug scrta 
berita acara pcmeriksaan/pencrimaan barang dan jasa; 



e.	 Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas 
Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dilengkapi surat perjanjian kerjalkontrak surat 
perintah kerja (SPK) dan dokumen-dokumen pengadaan barangljasa penunjukkan 
langsung/lelang umum serta berita acara pemeriksaan/penerimaan barang dan jasa; 

d.	 Khusus untuk kegiatan pengadaan dengan metode penunjukan langsung/pernilihan 
langsung/pelelangan umum yang dikontrakan dibuatkan berita aeara kemajuan fisik 
pekerjaan oleh pihak kegiatan/direksi bersama-sama konsultan supervisi (jika ada) serta 
dibuatkan berita aeara oleh Tim PI-IO iProvisional Hand Over) dan FHO (Final Hand 
Over) yang pcmbcntukannva ditctapkan dcngnn Kcputusau I)upati. 

(2)	 Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib dibentuk panitia pengadaan baraug/jasa 
dan susunan keanggotaanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(3)	 Panitia Pengadaan barang/jasa unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai 
tugas : 

a.	 Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 
b.	 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (lIPS); 
e.	 Menyiapkan dokumen pengadaan: 
d.	 Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media eetak dan papan pengumuman 

resmi untuk penerangan umum; 
e.	 Menilai kualifikasi penyedia barangljasa melalui paska kualifikasi maupun pra 

kualifikasi; 
f.	 Melakukan evaluasi terhadap penawaran; 
g.	 Mengusulkan calon pemenang; 
h.	 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepala SKPD; 
I.	 Menandatangani fakta integeritas. 

(4)	 Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dibentuk panitia pemeriksaan barang/jasa yang diatur sebagai berikut : 

a.	 Untuk nilai/jurnlah pembelian pengadaan barang sid Rp.50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah) penetapan keanggotaan panitia pemeriksaan barang diserahkan ke rnasing
masing unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan; 

b.	 Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), keanggotaan panitia pemeriksaan barang/jasa dibentuk dengan keputusan 
Bupati. 

(5)	 Pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara swakelola sebagai berikut : 

a.	 Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya 
manusia sebagai instansi pemerintah; 

b.	 Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaanya mernerlukan partisipasi masyarakat 
setempat; 

e.	 Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat lokasi atau pernbiayaannya tidak 
diminati oleh penyedia barang dan jasa; 

d.	 Pekerjaan yang seeara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu 
sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa akan menangung resiko 
yang besar; 

e.	 Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; 

f.	 Pekerjaan untuk proyek pereontohan (IJilot Projects yang bersifat khusus 
pengembangna teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia 
barang dan jasa; 



g.	 Pekerjaan khusus yang bersifat pernprosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, 
pengujian di laboratorium, pengernbangan sistem tertcntu dan pene1itia 1 oleh 
perguruan tinggi/lembaga ilrniah pemerintah; 

h.	 Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersang kutan. 

(6)	 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai kegiatan pengadaan 
barang/jasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABX
 
PEMBINAAN, I)ENGAWASAN DAN PENGENDALL>\:\
 

Pasa161
 

(1)	 Pernbinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan unit satuan kerja dilakukan (INSPEKTORAT). 

(2)	 Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)	 INSPEKTORAT melakukan Pemeriksaan Bantuan/Hibah dari Pihak ketiga baik yang 
berupa uang, barang dan jasa yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD)-. 

Pasa 162 

(l)	 Pengendalian kegiatan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target tepat 
waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat. 

(2)	 Pengendalian kegiatan bertujuan agar permasalahan dan kesalahan yang timbul segera 
diketahui secara dini sehingga dapat cepat dicarikan pemecahannya dan agar dapat 
dihindari adanya penyimpangan baik yang bersifat administrasi maupun teknis, setidak
tidaknya dapat ditekan se kecil mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan. 

(3)	 Jenis Pengendalian Kegiatan, sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a.	 Pengendalian Umum/Eksternal yaitu : 

Pengendalian yang meliputi sernua kegiatan yang berlangsung di Daerah sebagai 
implementasi dan pelaksanaan anggaran daerah. Pengendalian umum dilakukan oleh 
Bupati dalam hal ini ditugaskan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab 
Lampung Timur; 

b.	 Pengendalian Kegiatan/Internal yaitu : 

Perigendalian kegiatan dilingkup Satuan Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD agar 
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan sehingga 
tercapai tepat waktu, tertib administrasi, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat 
serta dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hasil pengendalian kegiatan dilaporkan 
kepada Bupati Up. Kepala Bagian Administrasi Pernbangunan Setdakab Lampung 
Timur. 

(4)	 Cara Pelaksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud pola ayat (2) dilakukan dengan 
cara: 

a.	 Pengendalian Administrasi : 

Pengendalian terhadap proses dan prosedur adrn inistrasi kegiatan untuk mewuj udkan 
tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .ialam 
rangka mewujudkan tertib administrasi; 



b.	 Pengendalian Fisik/Lapangan : 

1)	 Dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengan tujuan supaya 
pelaksanaan kegiatan sesuai bestek/gambar/desain, Rencana Anggaran Biaya 
(RAB); 

2)	 Waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram) maupun 
mendadak. 

c.	 Pengendalian Fisik, meliputi : 

1) Pengawasan Lapangan; 

Pengendalian kegiatan dengan peninjauan di lapangan untuk meneliti apakah 
kelengkapan pelaksanaan kegiatan sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, antara lain meliputi : 

Direksi Kit, papan nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, buku direksi, laporan 
tingkat kernajuan kegiatan per minggu, buku material dsb. Kelengkapan tersebut 
berfungsi pula sebagai sarana pengawasan masyarakat. Pengawasan lapangan 
dilakukan oleh Kepala SKPD, PPTK, Konsultan Pengawas dan Instansi/Komponen 
lainnya yang ditugaskan oleh Kepala SKPD untuk melakukan pcngendalian 
pelaksanaan kegiatan . 

2)	 Pemeriksaan Lapangan; 

Yaitu pengendalian yang dilakukan dengan penmjauan lokasi dengan 
mencocokkan realisasi yang dilaksanakan dengan laporan yang disampaikan. 
Perneriksaan iapangan dilakukan oleh Tim sccara bcrsama-sama dan hasil 
pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. 

3)	 Pengujian Laboratarium; 

Yaitu pengendalian yang dilakukan melalui UJI laboratorium terhadap 
bahan/material yang akan digunakan maupun uji laboratorium terhadap hasil 
pelaksanaan baik secara langsung di lapangan maupun pengambilan sampel yang 
akan diuji di laboratorium. 
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Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pelaksanaan APBD, meliputi : 

a. Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut : 

Rapat Koordinasi tingkat Satuan Kerja dilaksanakan pada masing-masing Satuan Kerja 
yang dipirnpin oleh Kepala SKPD dan dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, dengan 
mengundang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan staf 
pelaksana yang terkait dalam Sub Unit Kerja yang bersangkutan. HasiI pelaksanaan Rakor 
Pengendalian dimaksud dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Lampung Timur Up. 
Kepala Bagian Administrasi Pcmbangunan Sctdakab Lampung Timur; 

b. Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Terpadu : 

Rapat Koordinasi tingkat Pengguna Anggaran yaitu Rakor Pengendali kemajuan kegiatan 
pelaksanaan APBD yang diikuti oleh semua Kepala SKPD dan dipimpin langsung oleh 
Bupati Lampung Timur, dikoordinir oleh Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
pclaksanaannya sekurang-kurangnya atau minimal 3 (tiga) kali sctiap tahun pada akhir 
Triwulan. Sebagai lnstansi penyelenggara adalah Bagian Administrasi Pernbangunan 
Setdakab Lampung Timur. 



--

BABX
 
PENlJTlJP
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Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka: 

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini scpanjang mcngenai teknis pelaksanaannya 
akan diatur dan ditetapkan kernudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan 
perundang undangan yang berlaku 
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Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008. Agar seuap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 
Kabupten Lampung Timur. 

Ditctapkan di Sukadana 
pada umggal ~ f,,(;(VCU: 2()()S 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

-, 

SATONO 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal tl fe brca f '( 2008 

SEKERTARIS DAERAH KABlJPATEN 

I WAYAN SUTAR.JA,SH.MM
 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TAHTJN 2008 NOMOR: 04 



Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Timur 
Nemer : ofl Tahun 2008 
Tanqqal : ~ feoruQri 2008 

A BELANJA PEGAWAI 

No. 

1 
I 

URAIAN 

2 
HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANG,£\N 

1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

a Nilai Pagu dana s.d Rp, 50 Juta 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta 

c Nila] Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta 

e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar 

f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar 

g Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar 

h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar 

j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar 

k Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar 

I Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun 

m Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun 

SATUAN 

3 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Buian 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

HARGA 
T.A 2008 

4 

200000 
300.000 
350,000 

400,000 
450,000 
500,000 
550,000 

650.000 
800,000 

1.000.000 
1.200000 

1.500.000 

1.800.000 

KETERANG 

AN 
5 

2 F'EJABAT PEMBUAT KOMITMEN / PPTK 

a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta 

b Nilal Pagu dana diatas Rp, 50 Juta s.d 100 Juta 

c Nilai Pagu dana' diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta 

e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar 

f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar 

g Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar 

h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Mllyar s.d 50 Milyar 

j Nilai Pagu dana dlatas 50 Milyar s.d 100 Milyar 

k Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar 

I Nilai Pagu dana dlatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun 

m Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

170.000 
255,000 

297.500 

340,000 

382.000 

425.000 

467.500 

552500 

680.000 
850,000 

1.020,000 

1.275.000 

1.530.000 

-

3 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGM~AN SfJM/PPK 

a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta 

G Nitai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta 
d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta 
e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar 
f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar 

I) Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar 
h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 
i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar 
j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar 
1< Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar 
I Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun 

rn Nitai PagLI dana diatas 1 Trilyun 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

150.000 
225.000 
262500 
300.000 
337500 
375.000 
412,500 
487.500 
600.000 
750.000 
900.000 

1.125.000 
1.350.000 

4 BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) 

a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta 
e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar 

f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar 

9 Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar 
h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 

i Nilai Paqu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar 
j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar 

k Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.c 500 Milyar 
I Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun 

m Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun 

-

Orang/Bulan 

Oranq/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

140.000 

210,000 

245.000, 
280.000 
315.000 

350.000 
385.000 
455.000 

560.000 
700.000 
840000 

1.050.000 
1.260.000 
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II 

5 STAF PENGELOLA
 
a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 
d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 

e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 

f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar
 

9 Nilai PCJgu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 

h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 

j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 
k Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 

I Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 

m	 Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun 
Catatan: 

a.	 Pada KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah stafnmaksirnum 5 orang 

b.	 Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK jurnlah staf pengelola 
keuangan rnaksimurn 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada 

setiap PPK 

c.	 Jurnlah maksirnum honorarium seluruh PejabaUPegawai Pengelola Keuangan 
setahun tidak boleh rnelarnpaui 10% dari Pagu 

d.	 Untuk standarisasi honorarium Kuasa engguna Anggaran rnengac:u pada 
anggaran yang dlkelola dan Pengguna Anggaran dlsesuaikan dengan besaran 
dan yang dialokasikan pada SKPD 

HONOR PEJABATIPANITIA PENGADAAN BARANGIJASA 
1	 PEJAEIAT PENGADAAN BARANGIJASA
 

Pejabat Pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 5 Juta s.d Rp. 50 Juta
 

rnaksirnurn 1 orang
 

2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONTRUKSI)
 

a Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 

d Nllai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 
e Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Mllyar
 
f Nilal Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 

9 Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 

h Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 
i Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 

j Nilal Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 
k Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 
I Nilai Pagu dana diatas 1 Trityun
 

3 P,A,~~ITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)
 
a Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 
c Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 
d Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 
e Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar s/d 2,5 Milyar
 
f Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 

9 Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 
h Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 
I Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 
j Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 
k Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 
I Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun
 

4 PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONTRUKSI)
 
a Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 
b Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 
c Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 
d Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 
e Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar
 
f Nilai Pagu dana dlatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 

9 Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 
h Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 
i Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Mllyar
 
j Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 
k Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 
I Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun
 

OranglBulan 100.000 
OranglBulan 150.000 

175.000OranglBulan 
OranglBulan 200.000 
OranglBulan 225.000 

250.000OranglBulan 
275.000OranglBuian 

OranglBulan 325000 
400.000OranglBulan 
500.000OranglBulan 
600.000OranglBulan 
750.000OranglBulan 
900.000OranglBulan 

OranglBulan 150000 

OrangfPaket 300.000 rnaks 3 orang 
OrangfPaket 450.000 rnaks 3 orang 
OrangfPaket 525.000 rnaks 3 orang 
OrangfPaket 600.000 rnaks 5 orang 
OranglPaket 675.000 rnaks 5 orang 
OranglPaket 750.000 rnaks 5 orang 
OranglPaket 825.000 rnaks 5 orang 
OranglPaket rnaks 7 orang975.000 
OranglPaket maks 7 orang1.200000 
OranglPaket 1.500.000 rnaks 7 orang 
OranglPaket 1.800.000 rnaks 7 orang 
OranglPaket 2.250.000 maks 7 orang 

OranglPaket 225.000 rnaks 3 orang 
OranglPaket 280.000 maks 3 orang 
OranglPaket 390.000 maks 3 orang 
Orang/Paket 450.000 rnaks 5 orang 
Orang/Pa ket 500.000 rnaks 5 orang 
Orang/Paket 550.000. maks 5 orang 
Orang/Paket 620.000; maks 5 orang 
Orang/Paket 725.000 maks 7 orang 
Orang/Paket 900.000 maks 7 orang 
OranglPaket 1.125.000 maks 7 orang 
OrangfPaket 1.350.000 rnaks 7 orang 
Orang/Paket 1.685.000 rnaks 7 orang 

Orang/Pa ket 200.0001 maks 3 orang 
Orang/Pake! 280.000i rnaks 3 orang 
OranglPaket 390.000 rnaks 3 orang 
Orang/Paket 450.000 rna ks 5 orang 
Orang/Paket 500.000 maks 5 orang 
OranglPa ket 550.000 maks 5 orang 
Orang/Pa ket 620.000 rnaks 5 orang 
Orang/Pa ket 725.000 rnaks 7 orang 
Orang/Pa ket 800.000 rnaks 7 orang 
Orang/Paket rnaks 7 orang900.000 
Orang/Paket 1.200.000 rnaks 7 orang 
Orang/Paket 1.685.000 rnaks 7 orang 
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-iii 
-

HONOR PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PERPAKET 

1 Pengadaan barang Rp. 50 juta s.d 500 juta atau jasa konsultan diatas Rp. 200 juta 

2 Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau jasa konsultan diatas Rp. 200 juta 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

200.000 
300.000 

IV HONOF~ PENGELOLA PNBP 

1 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA 

a Nilai Penerimaan s.d Rp. 200 [uta 

b Nilai Penerimaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 jula 

c Nilai Penenmaan diatas f~p. !JOO juta s.d I~p. 1 Milyar 

d Nilal Penerimaan diatas Rp. 1 Milyar s.d 5 Milyar 

e Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Milyar 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Or ang/tlulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

450.000 

550.000 

600.000 

700.000 
800.000 

2 BENDAHP,RA 

a NUa! Penerimaan s.d Rp. 200 juta 

b Nilai Penerimaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta 

c Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar 

d Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 Mllyar s.d 5 Milyar 

e Nllai Penerimaan diatas Rp. 5 Milyar 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

:JOO.OOO 
400.000 
500.000 
600.000 

700.000 

3 SEKRETARIAT ANGGOTA 
Sekretariat/Anggota rnaksirnum 5 orang Orang/Bulan 200.000 

Catatan: 
Atokasi dana untuk Honoranurn seluruh pengelola PNBP sciahun rllakslmunl(,~% 

dari penerlmaan PNBP masing-masing Satker 

V HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENEUTI 

1 Kooroinator peneliti 
2 Sekretariat penelitian 

3 Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari) 
4 Peneliti (maksimum 4 jam/harl) 

5 Pengolahan data 

6 Pembantu peneliti 

7 PeL:gas Survey 

8 Pernbantu lapangan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Jam 

Orang/Jam 
Orang/Penellti 

Orang/Jam 

Oranq/Responden 

Orang/Harl 

350.000 

250.000 

27.500 
22.500 

1.000.000 
15.000 

5.000 

50000 

VI HONOR NARA SUMBER DAL.AM RANGKA SEMINAR / RAKOR /SOSIALISASI / 

DESIMINASI 
1 Pejabat Eselon II 

2 Pejabat Eselon III ke bawah 
3 pakar/Praktisi/Pembaca Khusus 

4 Moderator 

5 Instruktur (Berstatus PNS) 
6 lnstruktur (Berstatus Non PNS) 

Orang/Jam 

Orang/Jam 
Orang/Jam 
Orang/Jam 
Orang/Jam 
Orang/Jam 

600.000 

500.000 
800.000 

400.000 
400.000 
400.000 

VII ~ TENAGA HARlAN LEPAS 
- Pendidikan SD/SMP 
- Pendldikan SMA/D1 
- Pendidikan 03/S1/S2 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

500.000 

550.000 
600.000 

VIII HONOR PELAKSANA KEGIATAN 
1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati 

a Pengarah 
b Penanggung Jawab 

c Koordinator 
d KetualWakil Ketua 
e Sekretaris 

f Anggota 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

500000 
450.000 
400,000 

350.000 

250.000 
200.000 

2. Yang ditetapkan atas casar Surat Keputusan Pengguna Anggaran 
a Pengarah 
b Penanggung Jawab 

c Koordinator 

d KetualWakil Ketua 

e Sekretaris 

f Anggota 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

400.000 
350.000 

300.000 

250.000 

200.000 
150.000 

3. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan KPA 
a Pengarah 

b Penanggung Jawab 
c Koordinator 
d KetualWakii Ketua 
e Sekretaris 
f Anggota 

Ora ng/Bulan 

Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 
Orang/Bulan 

300.000 
250.000 
200.000 
150.000 
125.000 
100.000 
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IX HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 
a Pengarah Orang/Bulan 500.000 
b Penanggung Jawab Orang/Bulan 450.000 
c Koordinator Orang/Bulan 400.000 
d KetuaiWakil Ketua Orang/Bulan 350.000 
e Sekretaris Orang/Bulan 250.000 

X 

f Anggota 

HONORARIUM TIM KAJIAN HUKUM / TIM ADVOKASI HUKUIVl 

Orang/Bulan 200.000 

a Pengarah Orang/Bulan 500.000 
b Penanggung Jawab Orang/Bulan 400.000 
c Koordinator Orang/Bulan 350.000 
d KetuaiWakil Ketua Orang/Bulan 300.000 
a Sekretaris Orang/Bulan 250.000 

XI 

f Anggota 

HONORARIUM TIM PEMBINA DAN PENGENDALI PELAKSANA APBD KAB 

Orang/Bulan 200.000 

a Pengarah Orang/Bulan 500.000 
b Penanggung Jawab Orang/Bulan 400.000 
c Koordinator Orang/Bulan 350.000 
d KetuaiWakil Ketua Orang/Bulan 300.000 
e Se;.retaris Orang/Bulan 250.000 
f Anggota Orang/Bulan 200.000 

XII 

XIII 

HONOFtARIUM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK TENAGA HARlAN LEPAS 

STANDARISASI HONORARIUM BIAYA PENANGANAN KASUS 

Orang/Bulan 75.000 

XIV 

Standarisasi Honorarium Biaya Penanganan kasus pada Inspektorat 
kabupaten Lampung Timur per kasus maksimal 

Catatan: 
Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan 

HONOR TIM PELAKSANA LAPANGANITIM SEKRETARIAT 

Perkasus 1.500.000 

-

1 Penanggung Jawab/Pembina Orang/Kegiatan 400.000 
2 KetuaiWakHKetua Orang/Kegiatan 300.000 
3 Sekretaris Orang/Kegiatan 250.000 

XV 

4 Anggota 

HONOR TIM PENYUSUN JURNAL 

Orang/Kegiatan 200.000 

1 Penanggung Jawab Orang/Bulan 400.000 
z Redaktur Orang/Bulan 300.000 
3 Penyunting/editor Orang/Bulan 250.000 
4 Redaksi Pelaksana Orang/Bulan 200.000 
5 Sekretariat Orang/Bulan 150.000 

XVI 

6 Pembuat artikel 

HONORARIUM PENYUNTING MAJALAH 

Halaman 75.000 

1 Penanggung Jawab Orang/Bulan 300.000 
2 Redaktur Orang/Bulan 250.000 
3 Penyunting/editor Orang/Bulan 200.000 
4 Redaksi Pelaksana Orang/Bulan 150.000 
5 Sekretariat Orang/Bulan 100.000 

XVlI 

6 Pembuat artikel 

VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 
1 Setingkat Pendidikan Dasar 

Halaman 50.000 

a Penyusun/Pembuatan bahanUjian Naskah/Pelajaran 25.000 
b Pemeriksa hasll ujlan Siswa/Mata Ujian 500 
c Pengawas Ujian 

2 Setingkat Pendidikan Menengah 
Orang/Kali 200.000 

a Penyusun/Pembuatan bahanUjian Naskah/Pelajaran 35.000 
b Pemerlksa hasil ujian Siswa/Mata Ujian 600 
c Pengawas Ujian 

3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Orang/Kali 250.000 

a Penyusun/Pembuatan bahanUjian Naskah/Pelajaran 50.000 
b Pemeriksa hasil ujian Siswa/Mata Ujian 750 
c Pengawas Ujian 

4 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 
Orang/Kali 300.000 

a Penyusun/Pembuatan bahanUjian Naskah/Pelajaran 35.000 
b Pemeriksa hasil ujian Siswa/Mata Ujian 600 
c Pengawas Ujian Orang/Kali 250.000 
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XVII 

-
HONOR INSTRUKTUR 

1 lnstruktur (Berstatus PNS) Orang/Jam 25.000 

XIX 

2 lnstruktur (Berstatus Non PNS) 

TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 
1. UCingLembur (diluar jam kerja pada hari kerja) 

Orang/Jam 50.000 

a Golongan IV Orang/Jam 9.000 

b Golonqan III Orang/Jam 8.000 

e Golongan II Orang/Jam 6,500 

d Golongan I Orang/Jam 5.000 
e Tenaga Harian Lepas (Non PNS) 

2 LJar,g Makan Lembur 
Orang/Jam 5.000 

B 

Uang rnakan lembur diberikan setelah bekerja lernbur sekuranq-kuranqnya 

2 (dua) jam berturut-turut 

Catatan: 
a Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimal 3(tiga) jam sehari 

atau 14 (empat belas) jam dalarn serninggu sedangkan pada hari libur dapat 

melebihi 3 Gam) sehari 
b Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dall tarif lernbur hari kerja 

BELANJA BARANG 

Oranp 10,000 

I UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Orang/Hari 10.000 maks. 22 hari 
kerja/bulan 

II 

III 

PAKAIAN DINAS 

AKOMODASI DAN SEWA 

OranglTahun/Stel 225,000 

1 Akomodasi Orang/hari 150,000 

2 Sewa Ruangan Besar Hari 1,500,000 

3 Sewa Ruangan Keeil Hari 750.000 

4 Sewa LCD dan Screen UnitiHari 1.000.000 
5 Sewa Kendaraan Roda 4 UnitiHari 500.000 
6 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Unit/Hari 2.500.000 

IV 

7 Sewa Ruang/Gedung Pertemuan 

KONSUMSI 

Had 15.000.000 

1 Makan Orang/Kali 15,000 

V 

2 Snack 

PENCETAKAN 
1 Buku/Formulir dan sebagainya 

Orang/Kal! 5.000 

· Foto Copy Folio l.ernbar 200 · Foto Copy Double Folio Lembar 300 

· Jild biasa Buah 3.500 · Jilid Cover Buah 10.000 · Cetak Cover Buah 10,000 

· Cuci Cetak Film Buah 75,000 

· Spanduk 
2 LeafletiBrosur 

- Folio Konstruk Sparasi 100 gram, 4 wama, 2 muka 

Buah 200.000 

- Oplah 200-1000 halaman Halarnan 4,250 
- Oplah > 1000-5000 halarnan Halaman 2.400 
- Oplah > 5000 halaman 

3 Poster (min 75 x 50 em) 

- Folio Konstruk Sparasi 100 gram, 4 warna. 1 rnuka 

Halaman 920 

- Oplah 200·,1000 halaman Halaman 7.100 
- Oplah > 1000-5000 halaman Halaman 4.700 
- Oplah > 5000 halaman 

4 Buletin (min 12 lembar) 
- Felio HVS 60 gram 

Halaman 2500 

- Oplah < 300 eksemplar eksemplar 300 
- Oplah > 300 eksemplar 

5 Cover Buku (2 wama) 
- Kulit b, 49 EF, cetak 2 wama 

eksemplar 215 

- Oplah 100-500 (minimal) Halaman 4,80C 
- Oplah > 500 (diatas minimal) 

6 Cover Buku (4 wama) 
Halaman 4.600 

- Oplah 100-500 (minimal) Halaman 7.800 
- Oplah > 500 (diatas minimal) Halaman 6.250 

VI PENJILIDAN eksemplar 8.700 
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VII PENGADAAN KENDARAAN DINAS 
1 Pejabat Negara Unit 375.000.000 

2 Eselon II 
3 Operasional kantor/lapangan 

Unit 275.000.000 

a Bus Roda 6 Unit 350.000.000 

b Roda 6/Tiga perempat Unit 250.000000( 

c Roda 4/Minibus Unit 200.000.000 i 

d Pick Up Unit 130.000.000 

e Roda 2 Unit 20.000.000 

VIII 

f Motor Trail 

DIKLAT PIMPINAN STRUKTURAL 

Unit 25.000000 

1 Diklat Pimpinan Tk.1 (lama diklat 10 minggu) Orang/Angkatan 28.900.000 

2 Diklat Pimpinan Tk.1I (lama diklat 10 minggu) Orang/Angkatan 17.500000 

3 Diklat Pimpinan Tk.1I1 (lama diklat 7 minggu) Oranq/Anqkatan 10.000000 

IX 

4 Diklat Pimpinan Tk.IV (lama diklat 5 minggu) 

LATIHAN PRA JABATAN 

Orang/Angkatan 8700 ODD! 

1 Golongan III (lama diklat 14 hari) Orang/Angkatan 2.708.000 

X 

.., 
Golongan II (lama diklat 10 hari) c: 

DIKLAT TEHNIS / FUNGSIONAL PNS 

Orang/Angkatan 1.900.000 

XI 

Untuk kemampaun kerja operasional (lama diklat 20 hari) 

DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT NON INSTUSIONAL 

Orang/Angkatan 4.700.000 

XII 

(Lama diklat1 0 hari) 

PENGEMBANGAN TErMASUK ANALlSA, TELAHAN, SOSIALISASI, SEMINAR, 
KOr~SINYASI, DESIMINAS\ DAN LAIN-LAIN 

Orang/Angkatan 

Orang/Hari 

2.500.000 

XIII 

(lama Diklat 3 hari) 

KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM/GELAR / 
NON GELAR DALAM NEGERI 

600.000 

1 Jenjang Pendidikan D I - D IV Orang/Bulan 750.000 
2 Jenjang Pendidikan D IV - S I Orang/Bulan 800.000 
3 Jenjang Pendidikan S 2 /Sp 1 Orang/Bulan 1.000.000 

XIV 

4 Jenjang Pendidikan S 3 /Sp 2 

PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS 
Biaya pendidikan Calon Dokler Spesialis Penyakit Dalam di UGM 

Orang/Bulan 1.000000 

1 SPMA (Sumbangan Pengembangan Mutu Akademik) Orang/Awal Pend. 100.000000 
2 SPP Orang/Semester 4.000.000 
3 BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Orang/Semester 1.500.000 
4 Seminar OranglTahun 3.500.000 
5 Praktikum Orang/Semester 3.000000 
6 BiayaSeleksi dan Pendaftaran 

Biaya Pendidikan Calon Spesialis Kebidanan, Bedah & Anestesi di UNPAD 

Orang/Awal Pend. 1.000.000 

1 Biaya Pengernbangan Orang/Awal Pend. 50.000.000 
2 Institusional fee untuk Universitas Orang/Awal Pend. 10.000.000 
3 Orientasi rnahasiswa Baru Orang/Awal Pend. 1.100.000 
4 SPP Orang/Semester 4.000.000 
5 Praktikum Orang/Semester 6.500.000 
6 Seminar OranglTahun 3.500.000 
7 Biaya Seleksi dan Pendaftaran 

Biaya Pendidikan Dokter Spesialis 

Orang/Awal Pend. 1.000.000 

1 Biaya Hidup Orang/Bulan 900.000 
2 Pernbelian Komputer Orang/Unit 8.000.000 
3 Sewa Rumah Orang/Bulan 750.000 
4 Transport Lokal Orang/Bulan 150.000 
5 Buku Referensi Orang/Bulan 500.000 
6 Photo copy tugas dan makalah Orang/Bulan 200.000 
7 Sampel uji penelitian tesis PPDS Orang/Kali 20.000.000 
8 Proposal Orang/Kali 5.000.000 

i 

1 kali 

1 kali 

1 kali 
1 kali 
1 kali 

1 kali 
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C. BELANJA PEMELIHARAAN ±HARGAURAIAN SATUAN •TA ;008 lKET~::NGNo. 
1 2 I 3 
I PEMELIHARAAN GEDUNG
 

1 Pemeliharaan Gedung Kantor
 M2/tahun 58.000
 

2 Perneliharaan Halaman Gedung Kantor
 M2/tahun 6.000 

II PEMEL.lHARAAN KENDARAAN
 
1 K.endaraan Bermotor
 

a Kendaran Pejabat Negara
 UnitfTahun 19.000.000 
b Kendaraan Roda 2 Unit/Tahun 2.800.000 
c Kendaraan Roda 4 UnitfTahun 13.000.000 
d Kendaraan Roda 6 UnitfTahun 18.000.000 

7- Speedboat UnitfTahun 12.000.000 

3 Lain-lain Pemeliharaan
 
a Inventaris Kantor
 PegawaifTahun 33.000 
b Personal Kornputer/Laptop dan Printer UnitfTahun 680.000 
c AC Split UnitfTahun 350.000 
d Ginset Lebih Kecil dari 50 Kva UnitfTahun 4.150.000 

4 Tunjangan Operasional (BBM)
 
a Sekretariat Daerah
 40 Ltr/Hari 4.500 
b Assisten 25 Ltr/Hari 4500 
c Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian 20 Ltr/Hari 4.500 
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1. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 
TARIF UANG HARlAN DAN BIAYA PENGINAPAN 

TARIF I 

No, PROPINSI 
UANG HOTEL 

HARlAN KELAS 
SUITE 

1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 300.000 875.000 

2. SUMATERA UTARA 300000 2.930 000 

3 RIAU 300,000 2.670.000 

4 KEPULAUAN RIAU 300.000 3.100000 

5 JAMBI 300.000 813.000 

6 SUMATERA BARAT 300000 2.670.000 

7 SUMATERA SELATAN 300.000 1440.000 

8 LAMPUNG 300 000 2220000 

9 BENGKULU 300.000 650000 

10 BANGKA BELITUNG 300.000 975000 

11 BANTEN 300.000 2.750 000 

12 JAWA BARAT 350.000 1.630 000 

13 DKI JAKARTA 450.000 7.920.000 

14 ,JAWA TENGAH 300000 3.202.000 

15 DI. YOGYAKARTA 350.000 3.722000 

16 JAWA TIMUR 350.000 4.770000 

17 B A L I 400.000 7233000 

18 NUSA TENGGARA BARAT 350.000 4650.000 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 350000 1.625.000 

20 KALIMANTAN BARAT 3000001 682.000 

21 KALIMANTAN TENGAH 300000 622 000 

22 KALIMANTAN SELATAN 300 ODD! 1.800.000 
I 

23 KALIMANTAN TIMUR 350000 5.250.000 

24 SULAWESI UTARA 300.000 2380.000 

25 GORONTALO 300.000 795.000 

26 SULAWESI BARAT 300.000 195.000 

27 SULAWESI SELATAN 350000 2.500.000 

28 SULAWESI TENGJ\H 300.000 900.000 

29 SUU,WESI TENGGARA 300.000 340000 

30 MALUKU 300.000 650000 

31 MALUKU UTARA 300.000 200000 

32 PAPUA 450000 1220000 

33 IRIAN JAYA SARAT 400000 980000 

Keterangan : 
1. Uang harlan lerc% dari uang makan, uang saku dan transport lokal 
2. Penunjukkan Hotel Berbintang: 

TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDARD DELUXE NON 
SUITE 

BINTANGBINTANG BINTANG BINTANG BINTANG 
EMPATLIMA TIGA DUA SATU 

500.000650.000 350.000 250000 200.000 

550.000800.000 400.000 300.000 200.000 

550.000800.000 400.000 300000 200.000 

450.000700.000 350.000 200.000 150 000 

500.000600 000 300000 200000 150.000 

600.000850.000 400.000 300.000 250.000 

500.000750.000 350.000 250000 200.000 

400 000 550.000 350.000 300000 200.000 

400.000600000 350.000 300.000 200000 

400000550.000 350.000 250 000 150.000 

500000700000 400.000 300.000 200.000 

600000800.000 450.000 350.000 250.000 

700 000 1.200.000 550.000 400 000 300000 

600 000 800.000 450.000 350.000 250.000 

550000750000 400000 300000 200000 

600.000800000 450 000 350000 250000 

1 100.000 1 500000 850.000 700.000 450000 

600 000 750 000 450 000 300.000 200.000 

500000600 000 350000 250000 200.000 

500000700000 350000 250.000 200000 

500.000650.000 350.000 250000 200000 

500.000650.000 400000 250.000 150000 

650000800000 500.000 350000 200000 

600 000 750.000 500.000 350.000 200000 

500.000650.000 4,,0.000 300.000 150.000 

500.000600 000 400.000 300.000 150000 

650.000800.000 500.000 350000 200000 

500 000 700.000 400.000 300000 150000 

500.000700000 400.000 300.000 200.000 

450000600000 300000 200.000 150.000 

450.000600.000 300.000 200.000 150.000 

600.000850.000 450000 350000 250.000 

500000650000 400.000 300000 200000 

a. Hotel Blntang Lima : Bupatl I Wakil Bupaf 
b. Hotel Blntang Empat : Ketua I Wakil Ketua dan Ang'Jota DPRD Kabupaten, Pejabat eselon I dan II 
c. Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon 1II1Gal. IV 
d. Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV I Go! III 
e. Hotel Bintang Salu . PNS Gal. II dan Gel. I 

3. Transport PP ke Propinsi Rp. 100000
4. Transport PP ke Kecamatan Rp. 75.000·
 
5 liang transport Udara PP Rp 800.000,- (merupakan pagu maksimal)
 
6 Uang transport Darat PP Rp. 600000,- (merupakan pagu rnaksimat)
 
7 Khusus perjalanan dinas luar daerah Jakarta biaya transportasi PP ditarnbah maksimal Rp.1.750.000.
8 Transport dari tempat asal I\etempal tujuan menyesuaikan tarif angkutan yang ditetapkan organda/sesuai kenyataannya
 
9 Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Propinsi tersebut tidak terdapal
 

Hotel Bintang Lima, maka kepada pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di propinsi tersebut. 

- p,.. enaianan Dinas Dalam oaerah/Kacuoaten 
No. Yang Melakukan Perjalanan 

Dinas 

1 Bupati I Wakil Bupati 
2. KetualWakil Ketua DPRO 
3. Golongan IV 
4 Golongan III
 
5
 Golongan II 
6. Golongan I 

Uang 
Harian 

175000 
175000 
150000 
125000 
100000 
75.000 

~J_pen~,napan~L Keterangan = 

115() 000 
150000 
150000 
150000 
150000 
150.000 

_ 

-
Transportas: dan tempa! asal ketempal tujuan 

~ 

rnenyesuarkan tan! angkutan yang ditetapkan organda 

Bagi yang menggunakan kendaraan Dinas 
diberikan 130M sosuai dengan jarak tempuh 
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2, PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 
TARIF UANG HARlAN PEI~JALANAN DINAS LLJAR NEGERI 
(UANG MAKAN, UANG SAKU, UANG TRANSPORT, PENGINAPAN) 

No.
 NEGARA
 

1
 2
 
AMERIKA
 

1
 Amerika Serikat
 
2
 Kanada
 
3
 Mexico
 
4
 kuba
 
5
 Venezuela
 
6
 Argentina
 
7
 Brazil
 
8
 Suriname
 
9
 Chile
 
10
 Columbia
 

EROPA BARAT & SKANDINAVIA
 
11
 Inggris
 
12
 Norwegia
 
13
 Perancis
 
14
 Belgia
 
15
 Belanda
 
16
 Swiss
 
17
 Swedia
 
18
 Austria
 
19
 Finlandia
 
20
 Denmark
 
2'1
 ltalia
 
22
 Jerman
 
2:3
 Spanyol
 

EROPA TIMUR & RUSIA
 
24
 Rusia
 
25
 Bulgaria
 
26
 Chekoslovakia
 
21
 Honggaria
 
28
 Polandia
 
29
 Rumania
 
30
 Yugoslavia
 

AFRIKA
 
31
 Algeria
 
32
 Mesir
 
33
 Maroko
 
34
 Tunisia
 
35
 Nigeria
 
36
 Senegal
 
37
 Ethiopia
 
38
 Kenya
 
39
 madagasgar
 
40
 Tanzania
 
41
 Zimbabwe
 
42
 Nabibia
 

TIMUR TENGAH
 
43
 Irak
 
44
 Saudi Arabia
 
45
 Pst. Arab Emirat
 
46
 Kuwait
 
47
 Yordania
 
48
 Turki
 
49
 Iran
 
50
 Syria
 

ASIA SELATAN
 
51
 India
 
52
 Banglades
 
53
 Pakistan
 
54
 Srilangka
 

IBUKOTA KOTA
 
TEMPAT PERWAKILAN
 

RI
 
3 

New York
 
Ottawa
 

Mexico City
 
Havana
 
Caracas
 

Buenos Aires
 
Brazillia
 

paramaribo
 
Santiago
 
Columbia
 

London
 
Oslo
 
paris
 

Brussel
 
Den Haag
 
Geriewa
 

Stockhom
 
Wina
 

Helsinki
 
Kopenhagen
 

Roma
 
Frankfurt
 
Madrid
 

Moscow
 
Sofia
 
Praha
 

Budapest
 
Warsawa
 
Bukharest
 
Beograd
 

Ijajair 
Cairo 
Rabat 
Tunis 
l.aqos 
Dakal"
 

Addis Ababa
 
Nairobi
 

tananarivo
 
Dar Es Salpam
 

Harare
 
Windhook
 

Bagdad
 
Riyadh
 

Abu Dhabi
 
Kuwait
 

Amman
 
Ankara
 

Teheran
 
Damascus
 

New Delhi
 
Dacca
 

Islamabad
 
Colomba
 

GOL. A GOL. B GOL. C GOL. 0 

4 5 6 7 

452 285 342 342 
335 285 250 250 
370 315 280 280 
295 250 220 220 
380 330 285 285 
320 270 240 240 
295 250 220 220 
295 250 220 220 
295 250 220 220 
295 250 220 220 

490 413 368 368 
380 320 285 285 
429 361 322 322 
360 305 270 270 
300 305 270 270 
405 343 304 304 
284 325 288 2.88 
424 391 316 316 
335 285 250 250 
320 270 240 240 
451 281 338 338 
327 276 245 245 
358 302 269 269 

402 407 362 362 
295 250 220 220 
316 258 236 236 
295 250 220 220 
295 250 220 220 
326 476 240 240 
395 250 220 220 

232 284 249 249 
230 185 175 175 
234 201 178 175 
243 208 185 185 
349 297 259 259 
252 214 192 192 
210 180 180 180 
208 204 181 181 
224 192 171 171 
237 200 181 181 
281 241 214 214 
210 180 180 180 

270 230 200 200 
270 230 200 200 
259 300 265 265 
312 264 234 234 
280 220 195 195 
280 195 175 175 
220 185 165 165 
240 202 180 180 

280 237 210 210 
220 185 185 185 
228 192 171 171 
220 185 185 185 

j<J 



7 r2 ~= 4 

ASIA UTARA 
55 Hongkong 

56 Jepang 

57 Philipina 
58 Korea Selatan 
59 Korea Utaa 
60 Rep. Rakyat Cina 

ASIA TENGGARA 
61 Siangapura 
62 Malaysia 
63 Thailand 
64 Burma 
65 Laos 
66 Vietnam 
67 Brunei Darussalam 

ASIA AFRIKA & AUSTRALIA 
6el Australia 
6~l New Zealand 

70 New Calodia 
71 papua Nugini 

Keterangan : 

1 GOIOI1[jilll A 

2 Golongan 6 

3 Golongan C 

4 Golongan D 

Hongkong
 

Tokyo
 
manila
 
Seoul
 

Pyong Yang
 
Beijing
 

Singapura
 
Kuala Lumpur
 

bangkok
 
Rangoon
 
Vionliane
 

Ho Chi Minh
 

Bandar S. Begawan
 

Canbea
 
Wilington
 

Noumea
 
Pori Moresby
 

370 

250 

295 
381 
275 
275 

295 
280 
250 
260 
260 

260 
260 

224 

289 
220 
228 

317 

300 
250 

320 
235 
235 

250 
240 
no 
220 
220 
220 

274 
240 

185 
192 

275 
200 
220 
284 
205 
205 

220 
210 
195 
195 
195 
195 

243 
217 

185 

717 

275 
200 

220 
284 
205 
205 

220 
210 
195 
195 

195 

195 

243 
217 
185 
171 

Montori, Ketua & \lVlll\i1 Koillil LOlT1baQa Torlin~J9ilTing\Ji NOrJlHa, Pojabal 

Negara lainnya yang selara 

Duta Besar, Duta yang menjabat Kepala Perwakilan, PNS Gol. IV c keatas, Perwira 

TNI/Polri, Anqqota Lembaga TertinggilTinggi Neg.ara, dan Pejabat Negara lainnya 

PNS Gol IIl1e s.d Gol. IV b dan Perwira Menangah TNI/Polri 

Pegawai Negerl Sipil dan Anggota TNI/Polri 
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D. BfA YA LANGSUNG PERSONIL UNTUK JASA KONSULTASI 

BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 
UNTUK TENGA AHLI INDONESIA BERPENDIDIKAN S1/82/S3
 

DENGAN UNDANGAN NA810NAL
 
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG SETARA
 

KELOMPOK AHLI TAHUN 
PENGALAMAN 

RUPIAH 
PER BLN 

81 

TAHUN 
PEI\JGALAMAN 

RUPIAH 
PER BLN 

82 

TAHUN 
PENGALAMAN 

RUPIAH 
PER BLN 

83IO<UALlFIK,<\81 GOLONGAN 

AHLI PERTAMA 

I-A 
I-B 
I-C 
1-0 

1 
2 
3 
4 

6310.000 
6.470000 
6.810.000 
7190000 

-

II-A 5 7530.000 1 8250000 

AHLI MUDA 
II-B 
II-C 

6 
7 

7910.000 
8.340.000 

2 
3 

8.680.000 
9100.000 

11-0 8 8.760000 4 9.570.000 
III-A 9 9.230.000 5 10030000 1 11.260.000 

AHLI MADYA 
III-B 10 9.690.000 6 10670.000 2 11850.000 
III-C 11 10200.000 7 11.090.000 3 12.450000 
111-0 12 10.750.000 8 11.680.000 4 13.040.000 
IV-A 13 11.300.000 9 12.280.000 5 13.670.000 

AHLI UTAMA 
IV-6 14 11900.000 10 12.910.000 6 14.390~000 

IV-C 15 12530.000 11 13590.000 7 15070.000 
IV-D 16 13.170000 12 14310.000 8 15.830.000 
V-A 17 13.890.000 13 15.050.000 9 16.640.000 

AHLI ~<EPALA 
V·S 18 14.610.000 14 15.830.000 10 17 ';90.000 
V-C 19 15.370000 15 16.680.000 11 18.840000 
V-D 20 16.170000 16 17570.000 12 19.020.000 
VI-A 21 17020000 17 18.500.000 13 20.750.000 

AHLI PEMBINA 
VI-B 22 17.950.000 18 19.570.000 14 21.830.000 

KEPALA 
VI·C 23 18890.000 19 20530.000 15 22.910000 
VI-D 24 19.900.000 20 21680.000 16 24.050.000 
VI-E 25 20950.000 21- 22.860.000 17 25850000 
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--------------

BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 
UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL DAN TEKNISI
 

~=PERSONIL TAHUN 
PENGALAMAN 

RUPIAH 
PER BLN 

RUPIAH PER BLN 
03/S1

:::1M!\. 102 

1 CAD/CAM/OPERATOR 

1 . 5 

6-9 
10·· 15 

2.320.000 
2960000 
3.590.000 

2.620.000 
3.430000 
4.190.000 

-' 

2 
SOFTWARE PROGRAMMER 
IMPLEMENTER 

1 . 5 

69 
10·· 15 

2.620.000 
3.550000 
4.650.000 

3040000 
4.140.000 
5.500.000 

3 HARDWARE TECHNICIAN 

1 .. 5 

6·9 
10·· 15 

2.540.000 
3.430.000 
4570.000 

2.920.000 
4.020.000 
5.370.000 

4 FACILITATOR 
1· 5 
6·9 

10·· 15 

2560.000 
3.340.000 
4.140.000 

3.130.000 
3.930.000 
4.850.000 

5 INSPECTOR 
1· 5 
6·9 

10· '15 

3.090.000 
3.890.000 
4.820.000 

3.640.000 
4.570.000 
5.670.000 

6 OTHERS PROFESSIONAL ASSISTANT 
1 . 5 

6·9 
10 . 15 

3.590000 
4.450000 
5.530.000 

4.190.000 
5.250.000 
6.470000 

TECHNICIAN 

2.660.000 
3.430.000 
4.140.000 

3.130.000 
3.930.000 
4.860.000 

1 

1-

2 

TECHNICIAN 
1 - 5 
6-9 

10 . 15 

SURVEYOR 
1 . 5 
6-9 

10· 15 

2.110000 
2.320.000 
2.540.000 

2.370.000 
2,580.000 
2.830.000 

BIAYA LANGSUNG PERSONEL
 
UNTUK TENAGA PENOUKUNG
 

NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 

1 OFFICE MANAGER 2.710.000 

2 BILINGUAL SECRETARY 2.580.000 

3 SECRETARY 1.430.000 

4 DRAFTER 
-

1.480.000 

5 CLERK 
-

1.650.000

6 COMPUTER OPERATOR 
.

1310000 

7 MESSENGER 670.000 

8 OFFICE BOY 670.000 

9 DRIVER 840,000 

10 OFFICE GUARD/SECURITY OFFICER - 710.000 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

~~
 
SATONO 
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Larnplran • Lampiran 

-;J DA~~I KETERANGAN 

1 Lampiran 1 Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) 

2 l.ampiran 2 Surat Keterangan Pengajuan SPP· TU 

3 lampiran 3 Surat Keterangan Pengajuan SPP-UP 

4 l.arnplran 4 Surat Keterangan Pengajuan SPP-GU 

5 Lampiran 5 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU 

6 Lampiran 6 Surat Permintaan Pembayaran/SPP (A SPP·1) 

7 Larnpiran 7 Surat Permintaan Pembayaran/SPP (A SPP-2) 

8 L.arnpiran 8 Surat Perrnintaan Pembayaran/SPP (A SPP-3) 

9 l.,e>mpiran 9 Kartu Pengendali Kegiatan 

10 Lampiran 10 Buku Sirnpanan/bank 

11 Lampiran 11 Buku Pajak PPn/PPh 

12 Lampiran 12 Buku Panjar 

13 Larnpiran 13 Buku rekapitulsi pengeluaran perincian objek 

14 Larnpiran 14 Register SPP-UP/SPP-GU/SPP·TU/SPP-LS (Bendahara Pengeluaran) 

15 Lampiran 15 Register SPP·UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP·LS (PPf(-SKPD) 

16 Lampiran 16 Surat Permintaan Membayar (SPM) 

17 Lampiran 17 Surat penolakan penerbitan SPM 

18 Lampiran 18 Register SMP·UP/SPM-GU/SPM·TU/SPM·LS 

19 Lampiran 19 Register Surat Penolakan Penerbitan SPM 

20 Lampiran 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

21 Lampiran 21 SuratPenolakan Penerbitan SP2D 

22 L.ampiran 22 Register SP2D 

23 L.ampiran 23 Register Surat Penolakan penerbitan SP2D 

24 Lampiran 24 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

25 Larnpiran 25 Register Penerimaan l.aporan Pertanggungjawaban Pengeluaran SPJ 

26 Lampiran 26 Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaan (SPJ, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) 

27 Lampiran 27 Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran SPJ (Kuasa Pengguna Anggaran) 

28 Lampiran 28 Register Penolakan Lapoan Pertanggungjawaban Pengeluaran SPJ (PPK-SKPD) 

29 Lampiran 29 Register Penutupan Kas (Bgendahara Pengeluaran) 

30 Lampiran 30 Register Penutupan Kas (Bendahara Penerima, Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu) 

31 Lampiran 31 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) 

32 l.ampiran 32 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) 

33 Lampiran 33 Berita Acara Pemeriksaan Kas (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) 

34 Lampiran 34 Berita Acara pemeriksaan Kas (Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran) 

35 Lampiran 35 Daftar Ongkos Perjalanan (DOP) 

36 Larnpiran 36 Bukti Kas Pengeluaran 

37 Lampiran 37 Buku Kas Umum 

38 l.arnpiran 38 Surat Tanda Setoran 

39 Lampiran 39 Buku Kas Pernbantu 

40 Larnpiran 40 Surat Setoran Pajak (SPP) 



LAMPIRAN 11.1 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SUP-AT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
 

(SPJ BELANJA)
 

SKPD 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

Kode 
Rekening 

Uraian 
Jumlah 

Anggaran 

SPJ-LS Gaji SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GUrrU 
Jumlah SPJ 

(LS+UP/GU/TU 
s.d Bulan ini 

Sisa Pagu 
Anggarans.d 

Bulan Lalu 
Bulan ini 

s.d 
Bulan ini 

s.d 
Bulan Lalu 

Bulan ini 
s.d 

Bulan ini 
sd 

Bulan Lalu 
Bulan ini 

s.d 
Bulan ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12(10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13) 

JUMLAH 
Penerimaan: 
- SP2D 
- Potongan Pajak 

a. PPn 
b. PPh-21 
a. PPh-22 
a. PPh-23 

- Lain-lain 
Jumlah Penerimaan : 



------- --

--

----

LAMPIRAN 11.2
 

PEMERINTAH KABlJPATEN LAMPl'NG TIMUR
 
SKPD .
 

SURAT KETERANf;AN SPP-TU
 
-


SURAI' KETERANGA N PENGAJlJAN SPP-Tl' 
Nomor: 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pernbayaran Tambahan uang Persediaan (SPP-Ttl) yang 

kami ajukan Sebesar Rp, , (Terbilang...... . .. " .. ,. . ) untuk kcpcrluan 

SKPD tahun Anggaran .,,,............ dengan ini rnenyatakan dcngan 

sebenamya bahwajumlah tambahan digunakan untuk keperluan sebagai berikut : 

No. Kode Reken ing 
-

-~L....--.t- 

'-_.. 

--_.._._-..f--_. " . .. ------1----- -_.

1 

f----

Ju mIah
Uraian 

Q~._'~-- I 
.__._---

--_._-

--"'--~._--_ ......_-_
_ ...---_._----_._. 

...-.__ ... ,._---- -.--_.- _. ------_._._ -.~. ~._._~._--__ ..__... .. _._-- n •••.--,,-- '--- -.-

- ..-_..- _. .. .. ... ..• " ... 

---------_._-- ---'---"--_...._...._-_..................... .. -.

----"-_ .. __."_.._.._,-_.- -_._--------.--_.._-.-,.,- .._--.--".------.'- .._- -----~._-_..---~-

-~._---- .------_... .. . ..----_..._----------- -- -~._--------- -"'--.~.-. 

...'''''''......-....-.....--_.. 

JUI11 lah 
-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD 

........................ , tanggal 20 . 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(ta nda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP. 

Catatan : 
Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengcluaran IPIYfK dan ditandatangani olch Pcngguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran pacta saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD 



--

LAMPIRAN 11.3 

PEMERINTAH KABUPATE;\I LAM PONG TIMOR
 
SURAT PERNYATAAN PENGAJlIAN SPP-UP
 

SKPD ..
 

SURA')' PERNYATAAN PENGA.fLJAN SPP-liP 
Nomor: 

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPP-UP) Nornor 

............ , tanggal yang kami ajukan scbesar Rp. . .. (lcl'hi!ang .
 

untuk keperluan SKPD ... Tahun Anggarnn ...... ., dengan ini mcuyarakan dcngan 

sebenamya bahwa : 

1.	 Jumlah Dang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan b
(runa

membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD. 

2.	 Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pcngeluaran

pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pcmbayaran 

langsung (LS) 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat uniuk mclcngkapi pcrxvaratan pcng'l.lll'\il SPrv!··lll> 

SKPD kami. 

. , tanggal 20 . 
Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP.' 

Catatan : 
Dokurnen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran IPIyrK dan ditandatangani oleh Pengguria Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran pacta saat pengajuan penerbitan SP2D kepada kuasa BUD 



LAMPIRAN 11.4 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU 

SKPI) . 
-

SURAT PERNYATAAN PENGA.JUAN SPP-GU 
Nomor: 

Sehubungan dengan Surat Perintah Membaynr Ganti Uang Pcrscdiaan (SP[)-(jlJ) Nornor 

.. )..... , , tanggal yang kami ajukan scbcsar Rp 

untuk keperluan SKPD Tahun Anggaran , , clengan ini menyatakan dengan 

sebenarnya bahwa : 

1.	 Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) iersebut diaias akan dipergunakan untuk kepcrluan guna 

mernbiayai kegiatan yang karni laksanakan scsuai DPJ\-SKPD. 

2.	 Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk mernbiavai 

pengeluaran-pengeluaran yang menu rut keteruuan yang berlaku harus dilakukan dcngan 

pembayaran langsung (LS) 

Demikian Surat Pernyataan iru dibuat untuk rnelengkapi persyaratan pcngaj uan SPM-G U 

SKPD kami 

....... , , tanggal 20 ", 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama Icngkap) 
NIP. 

Catatan: 
Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran /PPTK dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada kuasa BUD 



LAMPIRAN 11.5 

PEMERINTAH KABUPAl'El\ LAMPUNG TIMUR
 
SURAl' PERNYATAAN PENGA.JUAN SPP-TU
 

SKPD .
 

SURAT PERNYATAAN PENGA.JUAN SPP-TU 
Nomor: 

Sehubungan dengan Surat Perintah [)embayara11 Tambahan Uang l)cl"scdiaan (Sel l -'1U ) 

Noinor: , tanggal	 y,lllg kurni ajukan sebcsar Rp. 

(terbilang	 ) untuk keperluan SKill) . .. Tahun Anggaran .. 

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

3.	 Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk kepcrluan 

guna mernbiayai kegiatan yang karni laksanakan scsuai [WA-SJ(P]). 

4.	 Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tcrscbut tidak akan digunakan untuk mcmbiavai 

pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dcngan 

pembayaran langsung (LS) 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pcngajuan SPM-TU 

SKPD kami 

......................... , tanggal 2C . 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP. 

Catatan : 
Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran IPPTK dan ditandatangani oleh Pengguna Anggar an/Kuasa 
Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada kuasa BUD 



LAMPIRAN 11.6 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 

Nomor: ..
 

Uang Persediaan G2nti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan 

(1) SPP-UP	 (2) SPP-GU (3) SPP-TU0	 D D 

1. Jenis Kegiatan	 a. Gaji Tunjangan b. Barang an Jasa 
c.	 Penqarnbilan Pendapatan d. Lainnya 

2.	 Nomor dan Nama f<egiatan 
3. Alamat SKPD/Unit Kerja 
4. nama Perusahaan 
5. Bentuk Perusahaan	 a. PT/N'j b. PT/NV c. Fi~ma 

6. Alamat Perusahaan 
7.	 Nama Pimpinan Kegiatan 
8.	 Nama dan No. Rek. Bank 
9. Nomor Kontrak 
10.	 Untuk Kerjaan/Kepetluan 
11.	 Dasar Pengeluaran SPD Nomor Tanggal .
 

Sebesar Rp. (. .. .)
 

No.f	 Uraian Jumlah Mata Anggaran Bersan9L.lk_u_ta_n 

I.	 DPA-SKPIDPAL-SKPD
 

ranggal .
 

Nomor ..
 

II.	 SPD Rp.
 

Tanggal. Nomor... Rp.
 

Tanggal Nomor... Rp.
 

Tanggal Nomor...... Rp.
 
Tanggal Nomor..................... Rp.
 

III.	 SP2D Rp.
 
SP?D peruntukan UP R.p.
 
SP2D peruntukan GU I~p.
 

SP2D peruntukan TU Rp.
 
SP2D peruntukan LS pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp.
 
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp.
 

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-Iampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen S?P: 

'Sukadana, 200 .. 
Bendahara Pengeluaran 

NIP 

*) Jika SPPLS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan ikut menandatangani.
 
*) Coret yang tidak perlu
 

Lembaran Asli Untuk Pengguna Anggaran/Pf<.K-SKPD
 
Salinan 1 Untuk Kuasa BUD
 
Salinan 2 Untuk Bendahara Perigeluaran/F>PTK
 
Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/F'PTK
 

----~------------------,---------------------_-..I 

-1 



LAMPI RAN 11.7 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nemer: , . 

Uang Persediaan Ganli Uang Persediaan Tambahan Uang Persedia,m Pernbayaran l.anqsunq 
(1) Spp·Up (2) SPP-GU (3) SPP-TU (4) SPP-l-S 

Kode Kode 

1. SKPD ( ) 7. Urusan Pemerintahan ... (. ) 
2. Unil Kerja ( ) 8. Nama Program ..... (... . ) 

3. Alamal 9. Nama Kegiatan ..... ( ) 
4. No. DPA-SKPDIDPA

SKPDIDPAL-SKPD 
Tanggal DPA· 
SKPDIDPPA ........ ) 
SKPDIDPAL-SKPD 

5, Tahun Anggaran 
6. Bulan 

Kepada Ylh,
 
Pengguna Anqqaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 
SKPD .
 
di 

SUKADANA 

Dengan memperhalikan Peraluran Gubernur/Bupali/Walikota") Nomor . 

Tahun ...... ,....... lenlang Penjabaran APBO, bersama ini kami rnenqajukan Sural Permintaan Pembayaran sebagai berikut:
 

a. Jumlah Pembayaran yang diminta Rp . 
(Terbilang .. 

. .) 
b. Untuk Keperluan 
c. Nama Bendahara Pengeluaran 
d. Alamat 
e. No. rekening Bank 

Sukadana, 200 . 
Bendahara Pengeluaran 

NIP 

*) Jika SPPLS pengadaan bararig dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan ikut menandatangani. 
*). Coret yang tidak perlu 

Lembaran Asli Untuk Pengguna Anggaran/PKK-SKPD 

Salinan 1 Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Salin an 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 



LAMPIRAN 11.8 

PEMERINTAH KABUPATEN L..AMPUNG TIMUR
 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 

Nemer: . 

Uanq Persediaan 
(1) SPp·UP 

~ 

No 
Kode Rekening 

(Jenis) 

1 2 

-

Terbilanq (.................................................... ,..... ,... ' .. , '., ,..... ' .......... 

Mengetahui, 
Pejabat Pelaksana 

_ .. 

NIP 

*) Jika SPPLS pengadaan barang dan jasa Pejabat Peiaksana Teknis kegiatan ikut menandatangani. 
*) Coret yang tldak perlu 

Lembaran Asli Untuk Pengguna Anggaran/PKK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salin an 2 Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeiuaran/PPTf< 

Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Perseciaan Pernbayaran l.anqsunp 
(2) SPP-GU (3) SPP-TU (4) SPP-I_S 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
 
TAHUN ANGHGAR,o,N .............
 

i 

Uraian Jumlah 

43 

-

Jumlah -

..

-

-

-

), ..... """ ... '" .... . '" ....... . ..... . ..
 

Sukadana, ., . ... ...... ..... .... 200 .. 

Bendahara Pengeluaran 

NIP. 



LAMPIRAN 11.9 

PEMERINTAH KABUPATEN L.M.,r,PUNG TIMUR 
KARTU KENDAll KEGIATAN 

SKPD 
Program 
Kegiatan 
PPTK 

I I 
Pagu Anggaran Realisasi Kegiatan 

Sisa Pagu 

No. Kode Rekening 
Kegiatan 

Uraian 
(SP2D) 

Anggaran 

I 
(Rp.) (Rp.) 

(Rp.)-
1 UP/GUITU LS UP/GUITU LS 

1 2 3 4 5 6 

-
-
-
-
-
-

-----
f- --_.

.... ,Ianggal . . 200. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabal Peiaksana Teknis Kegialan 

(tanda tangan) (Ianda tanoan) 

( Nama lengkap ) ( Nama lengkap ) 
NIP. NIP. 

Cara Penglslan : 

Kolom 1 diidi dengan nomor urut atas kegiatan 

Kolom 2 diisi dengan nomor rekening atas kegiatan 

Kolom 3 diisi dengan pagu anggaran untuk pengeluaran UP/GUITU,LS atas keg/atan 

Kolom 4 diisi dengan uraian realisasi belanja atas keg/atan 

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah (SP2D) realisasi kegiatan untuk per-qeluaran UP/GUIT J/LS 

Kolom 6 diisi dengan sisa pagu anggaran atas kegiatan 



LAMPIRAN 1110 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU SIMPANAN I BANK 

SKPD 
Program 
Kegiatan 
PPTK 

Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian 

(Rp) - (Rp) (Rp) 
1 2 3 4 5 6 -

-
-

-

-
----

-
-

- --- r---
=~ r------.JUMLAH 

.tanqqal . .. 200 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan 

(tanda tanqan) (tanda tangan) 

LN.ama lengkap } ( Nania lengkap ) 
NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 

Kolom 1 diidi dengan nomor urut penerimaaan atau pengeluaran strnpanan/bank 

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeiuaran simpanan/bank 

«olom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran simpanan/b; nk (misalnya No SP2D atau CEK) 

Kolorn 4 diisi dengan jurnlah rupiah penerirnaan sirnpanan/bank 

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bt.nk 

Kolorn 6 diisi dengan saldo sirnpanan/bank 



LAMPIRAN 11.11 

PF.MERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU PAJAK PPn I PPh 

SKPD 
Kepala SKPD 
Bendahara Pengeluaran 

No. Tanggal Uraian 
Ptongan 

(Rp) 
Penyetorcm 

(Rp) 
Saldo 
(Rp) 

1 2 3 / 4 5 6 -= 
-
_. 

-

-

-

I--

-- r---
JUMLAH ~ ~ 

.................. ,tanggal . ...200. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

( Nama leng§Qj ( Nama lengkap ) 
NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 

Kolorn 1 diidi dengan nomor urut per potongan atau penyeloran pajak 

Koiom 2 diisi dengan tanggal potongan atau penyetoran pajak 

Kolom 3 diisi dengan uraian potongar. atau penyetoran pajak 

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah potongan pajak 

Kolom 5 dilsi dengan jumiah rupiah penyetoran pajak 

Kolom 6 diisi dengan rupiah saldo potongan atau penyetoran pajak 



LAMPIRAN 11.12 

PEMERINTAH KABUPATEN l.AMPUNG TIMUR 
BUKU PANJAR 

SKPD 
Kepala SKPD 
Bendahara Pengeluaran 

-
No Penerimaan Penqeluaran Saldo 

Urut 
Tanggal Uraian Ref. 

(Rp.) (Rp) (R~). ) 

1 ~ 3 4 5 6 7 -

:

-

-

- ---.... 
-............ ---.... 

--...... 
I--..Jumlah .................. 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran IKuasa Pengguna Anggaran 

Sukadana, .................... 200 ... 

Bendahara Penpeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

LNama lengkap ) 
NIP. 

Ll:!§ma lengkap ) 
NIP. 

Cara Pengisian : 

1 Kolom 1 diidi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas alas panjar 

2 Kolorn 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar 

3 Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar 

4 Kolom 4 diisi dengannomot urut SKU Pengeluaran 

5 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/SPJ kas atas panjar 

6 Kolom fi diisi dengan jumlah upiah pengeluaran kas/panjar yang dibenkan 

7 Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ kan oleh orang yang diberikan 

. 8 *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.13 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG T1MUR 

BUKU REI<APITULASI PENGELUARAN 
PER RINCI OBYEK 

SKPO 
Kode Rekening 
nama Rekeninq 
Kredit APBO 
Tahun Anggaran . , 

••••• to ,., •• , .to ••••••• t. ,., to ••••••• , •• 

NomorBKU 
Pengeluaran (Rp.) 

LS UP/GUITU Jumlah 
'I 2 3 4 

Jumlah bulan ini ........................ "."" .................. 
~- -
Jumlah sampai dengan bulan lalu ......... ' ................ 
Jumlah sampai dengan bulan ini .... " " ......... """ ". ". 

Sukadana, .. " .... " ......... 
Mengetahui, 

una Anggaran/Kuasa Pengguna Anb Bendahara Pengeluaran 

NIP. NIP. 

- -
Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 diis! denganb nomor SKU 

2. Kolom 2 diisi dengan jumlati rupiah yang tertera dalam kuintansi, jika kuintansi tersebut untuk pengeluaran LS 
3. Kolom 3 dilsi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran UP/GU/TU 
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah total penqeluaran LS dan UP/GU/TLJ 
5. .) Coret ySlng tidak perlu 



LAMPIRAN 11.14 

PEMERINTAH KA8UPATEN LAMPUNG TIMUR
 
REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP·LS
 

SKPD: .
 

No. 
NomorSPP Jumlah SPP (Rp.) 

LS LS 

Urut 
Tanggal 

UP GU TU 
Gaji 

Brng& 
Jasa 

Uraian 
UP GU TU 

Gaji 
Brng& 
Jasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

. 

]Jumlah ........ 

Sukadana, 200 . 
Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

NIP. NIP. 

Cara Pengislan : 
1. Ko!om 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukan SPP-UP/SPP·GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TL}'SPP-LS (Gaji, Barang (jan Jasa) 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
6. *) Coret yang tidak perlu 



l_AMPIRAN 11.15 

PEMERINTAH KABUPATEN LJlIMPUNG TIMUR
 

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP·LS
 
SKPD: .
 

Nomor SPP 
Jumlah SPP 

(Rp.)
No. 

Tanggal LS Uraian LS 
Urut 

UP GU TU Brng& UP C:;U TU Brng&
Gajl 

Jasa 
Gaji 

Jasa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-

-
~ 

-

-

-

Jumlah ........ 

Sukadana,............ .........200 ...
 
Mengetahui,
 

Penqquna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
 

NIP. I\IIP. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/SPP-C3U/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP-GU/SF'P-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
6. *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN il.16a 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
 

TAHUN ANGGARAN .
 
NomorSPM: 

BENDAHARA UMUM DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
Supaya Menerbitkan SP2D kepada: 

Potongan-potongan : 

SKPD 
Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) 
Nomor Rekening Bank 

NPWP 
Dasar Pengeluaran/No. dan Tanggal SP : ................................................... . ......... 

No 
1. 
2. 
3. 

Uraian 
(No Rekening) 

Jumlah Keterangan 

Untuk Keperluan 
1. Belanja Tidak Langsung 
2. Belanja Langsung 

Jumlah Potongan Rp. 

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah SPM) 

Pembebanan pada Kode Rekening : 

Jumlah SPP yang diminta 

Gaji Pokok Rp. 
Tunjangan Keluarga Rp. 
Tunjangan Jabatan Rp. 
Tunjangan Beras Rp. 
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Rp. 
Beban Kerja Rp 
Tunjangan PPhlTunjangan Khusus Rp. 
Pembulatan Gaji Rp. 

Rp. 

No Uraian Jumlah Keteranqan 
1. PPn 
2. PPh Rp. 

Rp. 
Jumlah Potongan Rp. 

~ 
~ "~II:. <,~ 

fl,~·~~,~~,~,:;;.:%;:~,: ".,.j.,', ! ~ .• ;'1 

Jumlah SPM : ...... ........ ........ ................... ... ...... ... .... ....... .... .. .... 
Uang Sejumlah : 

Sukadana, ...................... ..200 
Kepala SKPD, . 

Nomor dan Tanggal SPP 

, Coret yang tidak perlu 
, pilih yang sesuai 

NIP 



LAMPiRAN 1I.16b 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
 

TAHUN ANGGARAN .
 
Nomor SPM : 

BENDAHARA UMUM DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 Potongan-potongan :
 
Supaya Menerbitkan SP2D kepada:
 

SKPD Uraian
No Jumlah Keterangan

Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) (No Rekeninq)
 
Nomor Rekening Bank
 1. 

2. 
3.
 

NPWP
 
Dasar Pengeluaran/No. dan Tanggal SP : ...................................................................
 

Jumlah Potongan Rp.
Untuk Keperluan 
1. Belanja Tidak Langsung 
2. Belanja Langsung 

Informasi : (Tidak mengurangi jurnlah SPM) 

Pembebanan pada Kode Rekening Kegiatan :
 
No
 Uraian Jumlah Keterangan
 

Rekening Be!anja : Rp.
 1 PPn 
2 Rp 

Rp 
Jumlah Potongan 

PPh 

Rp. 
,*~' .. '~ 

.~ :i>,.,., ';': . ;Mi.: • O::::;'~'" , .. 

Jumlah SPM : ......... . ............ ,-. -..................................................... 

Uang Sejumlah : 
Sukadana, ............. .............200 ... 

Jumlah SPP yang diminta Rp. Kepala SKPD, 

Nomor dan Tanggal SPP 

, Coret yang tidak perlu NIP 
• pilih yang sesuai I 



LAMPIRl'.,N 11.17 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SKPD: '" .
 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

Sukadana, . 
Nemer 
Lampiran Kepada Yth, 
Perihal : PengembaJian SPP 

Bendahara I PPTK . 

di -

Bersama ini terlarnpir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti/UanglTambahan Uang, 
dan langsung (SPP-UP/GUrrU/LS) Saudara Nemer: . .. '" Tanggal 200 dikembalikan 
karena tidak mernenuni syarat untuk diproses Adapun kekurangannya sebagai berikut : 

1: .. 

2. .. . 

3. .. '" .. 

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucakan terima kasih 

Sukadana, . 

Pengguna Anggaran I 
Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 



LAMPIRAN 11.18 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

REGISTER SPM-UP/SPM-GUlSPM-TUlSPM-LS 
SKPD: . 

- Jumlah SPM 
Nomor SPI\i1 (Rp.)


No.
 LC'UraianLSTanggal '-' Urut UP· TUGU Brng&UP GU TU Brng& GajiG6ji 
Jasa 

1 
Jasa 

1310 11 1297 84 5 62 3 

-
-
:---- 

-
-
-

-

e

,.

-' 

-:-

Jumlah ........
 

Sukadana, 200 ..
 
Mengetahui,
 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
 

1\lIP. NIP. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP/SPM-GU/SPM·TU/SPM·LS (Gajl, Barang dan Jasa) 
2. Kolom 2 dlis' dengan tanggal diajukan SF'M-UP/SPM-GL;/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPMUP/SPM-GU/SPM-TU/SPM·LS (Gajl, Bareng dan Jasa) yang diajukan 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM·LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
5. Kolom 5 dilSI dengan jumlah rupiah SPM·UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM·LS (Gajl, Barang dan Jasa) 
6. *) Coretyang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.19 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPLING TIMUR
 

REGISTER SURAT PENOLAKAN PE:NERBITAN SPM
 
SKPD: ..
 

NomorSPP 
No. 

Tanggal LSUrut 
UP GU TU 

Gaji 
Brng& 
Jasa 

1 2 3 4 5 6 7 

-

-

-

Jumlah SPP 
(Rp.) 

Uraian LS 
-

GU TU 
-

U;:' 
Gaji 

B~ng& 

Jasa 
10 11 12 13S 9 

-

-

-

_lJumlah ........ 

-
-

Sukadana, 200
 
Mengetahui,
 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
 

NIP.	 NIP. 

C:ara PenlJislan : 
1.	 Kolorn 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang ditolak 

olterbltkarmya SPM 
2.	 Kolorn 2 diisi dengan tanggal nomor surat penolakan penerbitan SPM 
3.	 Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang ditolak
 

diterbitkannya SPM
 
4.	 Kolom 4 dllsl dengan uralan SPP yang ditolak dltflrbltkannya SPM 
5.	 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP·TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang ditolak 

diterbitkannya SPM 
6.	 ") Coret yang tidak perlu 



- LAMPIRAN 11.20 

PEMERINTAH KABUPATEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 
LAMPUNG TIMUR -

NomorSPM 
Tanggal 
SKPD -
Bank / Pos 
Hendaklah .mencairkan / memindah bukukan dari baki Rekening Nomor : 
Uar'f! Sebesar 
Terbilang 

Kepada 
NPWP 
No. Rekening Bank 
Bank / Pos 
Keperluan untuk 

NO KODE REKENING URAIAN 

f-

-

POTONGAN-POTONGAN 

NO. URAIAN (NO. REKEr--IING) 
JUMLAH 

Rp 
1. luran Wajib Pegawai Neqeri 

I~' ,I.abungan Perumahan Peqawai 
v. 

JUMLAH 

INFORMASI : (tidak mengurangi jumlah pernbavaran SP2D) 

NO. URAIAN (NO. REKENING) 
JUMLAH 

Rp. 
1. PPn 
2. PPh 
3. 

JUMLAH 

SP2D YANG DIBAVARKAN 
Jumlah yang dlrninta Rp. 
Jumlah Potongan Rp. 
Jumlah yang dibayarkan Rp. 
Uanq Seium'ah Rp. 

L NIP. 

Nomor: 

Dari 
Tahun Anggaran 

(SP2D) -
: Kuasa BUD 

,JUMLAH 
Rp. 

JUMLAH 

KETERANGAN 

KETERANGAN 

Sukadana, ..... : .................200... 
Kuasa Bendahara Umum Daerah 



LAMPIRAN 11.21 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SKPD: . 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
 

Nomor 
Lampiran 
Peri hal : Pengembalian SPM 

Sukadana, 

Kepada Yth, 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

. 

di -

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti/Uangrrambahan Uang, 
dan langsung (SPP-UP/GUITU/LS) Saudara Norr.or : Tanggal 200 dikembalikan 
karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut : 

1. ., . 

2. 

3. 

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucakan terirna kasih 

Sukadana, . 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

NIP. 

") Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.22 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER SP2D
 

Nomor SP2D 
Jumlah SP2D 

No. 
(Rp.) 

Urut 
Tanggal LS Uraian LS 

UP GU TU 
Gaji 

Brng~~ UP GU TU 
Gaji 

Brng& 
Jasa Jasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

--

I c:=J I C==J:Jumli~h ........ 

Sukadana, 200 .
 

Kuasa Bendahara Umum Daerah
 

Cara Pengislan : 
1.	 Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaranUP/GUfTU/LS (Gaji, Barang dan Jasa)
 

yang dlterbitkan:
 
2.	 Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D 
3.	 Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaranUP/GUfTU/LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang ditertJitkan 
4.	 Kolom 4 diisi dengan uraian SP2d yang diterbitkan 
5.	 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SP2D untuk pengeluaranUP/GUfTU/LS (Gaji, Barang dim Jasa)
 

yang diterbitkan
 
6.	 *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.23 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
REGISTER SLlRAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
 

No. Tanggal& Nomor 
Jumlah 

Uraian (Rp.) Keterangan
Urut 'Nornor SPM 

UP/GUfTU LS 
1 2 3 4 5 6 7 

Jumlah ..........................--

Sukadana, . 

Kuasa 8endahara Umum Daerah 

NIP. 

Cara Pengisisan : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakn penerbitar SP2D 
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian alasan penerbitan surat penolakan penerbitan SP2D 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM UP/GurrU yang ditclak penerbitan SP2D 
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM-LS yang ditolak penerbitan SP2D 
7. Kolom 7 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 
8. *) Caret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.24 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUAAN
 

[\lo. 
Tanggal Uraian 

Penerimaan Penqeluaran 
Urut (Rp) (Rt)·L_ 

1 2 3 4 5 - --

-
-

--.--

- --............. 
--............. 

~ r--.. 
---........ 

C Jumlah ........................... ~ -

Sukadana, .
 

Kuasa Bendahara Urnurn Daerah
 

. NIP. 

Cara Pengis!.!ill.L:. 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
2. Kolom 2 diisi dengan nomor tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 
3. Kolam 3 diisi dengan uraian nomor rekening 
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 
5. Kolom 5 diisi dengan tupiah jL1m1ah transaksi pengeluaran kas 
6. *) Caret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.25 

".~.., 

No. 
Urut 

1 

Tanggal 

2 

Jumlah .

;;±Uraian 

3 

.......................... 

Mengetahui,
 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 

NIP.
 

Cara Pengisisan : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ 
3. Kolom 3 diisi dengan uraian SPJ yang diserahkan 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
REGISTER PENERIMAAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN SPJ 

-

Jumlah SPJ (Rp.) 

.4 

Sukadana, .. 

. PPK-SPKD 

NIP. 

Keterangan 

5 

-

4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan 
5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 
6. *) Coret yang tldak perlu 



LAMPIRAN 11.26 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 

PENGELUARAN (SPJ), PE~IGGUNA ANGGARAN
 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 

. 

I 
-

No, 
Tanggal Uraian 

Jumlah SPJ 
Keterangan

Urut (Rp) 
1 2 3 4 5 

;: 

Jumlah ........................... r I --

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angguran 

Sukadana, ..... , .., ...... ' ...... 

PPK-SPKD 

NIP, NIP, 

Cara Pengisisan : 

1, Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2, Kolom 2 diisi dengan tanggal pengesahan SI::lJ 
3, Kolom 3 diisi dengan uraian pengesahan SPJ 
4, Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang disahkan 
5. Kolam 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 
6. ") Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.27 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SKPD: . 

SURAT PENOLAKAN
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
 

(KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
 

Sukadana, . 
Nomor 
Lampiran Kepada Yth, 
Perihal : Penolakan SPJ 

Bendahara Pengeluaran, 

di -

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada Periode ......... Tanggal .
 
bulan tahun , ditemukan kesalahan sebagai berikut : 

1. .. '" '" . 

2. 

3. 

4. 

5. '""0 ,., '" '0' ••••• , •• ' •••• ,• •• '" of' .to •••••• to' to •• to to. to' _ to' ••• , •• to' " ••••••••••• to •• , •••• , ••••••• , ••••• , ••••• , '" •••• " ." ••• ,., 

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban Saudara sebesar Rp '" pada tanggat 
............ bulan tahun (bulan SPJ) ticak dapat dipisahkan untuk di catat sebagai salda tanggal 
......... '" bulan tahun . 

Dernikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih 

Sukadana, '.' . 

Pengguna Anggaran / 
Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 

Tcmbusan disampaikan kepada Yth. 

1. Kepala PPKD 
2. Kepala Badan Pengawas Daerah 
3. Arsip 
*) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.28 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER PENOLAKAN
 
LAp·ORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
 

(PPK-SKPD)
 

-
I J 

-
No. 

Tanggal Uraian 
Jumlah SPJ 

Keteranqan
Urut (Rp)-

1 2 3 4 5 

=:J I Jumlah ........................... C =r= 

Sukadana, . 
Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SPKD 

NIP. NIP. 

cara Pengisisan : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolorn 2 diisi dengan tanggal dan nomor suat penolakan SPJ
 
3, Kolom 3 diisi dengan uraian alasan penolakan SPJ
 
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditoiak 
5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 
6. *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.29 

PEMERINTAH KABUPATEN LAIVIPUNG TIMUR 

REGISTER PENUTUPAN KAS 
(BENDAHARA PENGELUARAN) 

Tanggal [.Jenutupan Kas 
Nama Penutup Kas 
Tanggal Penutupan Kas yang Lalu 

Jurnlah Transaksi s/o bulan 

- Jumlah Penerimaan sid tanggal ., . Rp.
 
- Jumlah Pengeluaran sid tanggal . Rp. , _
 

Saldo Buku Rp.======= 

Saldo Kas	 Rp. 

Terdiri Kas : 
1.	 Uang Kertas : 

Pecahan Rp. 100.000 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 50.000 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 20.000 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 10.000 = t.ernbar Rp. 
Pecahan Rp. 5.000 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 1.000 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 500 = Lernbar Rp. 

2.	 Uang Logam 
Pecahan Rp. 1.000 = Lembar Rp 
Pecahan Rp. 500 = Lembar Rp 
Pecahan Rp. 200 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 100 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 50 = Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 25 = Lembar Rp 

3.	 Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan 
ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, 
materi, dan sebagainya . Rp. _ 

JUMLAH Rp. ====== 

Perbedaan Positif/Negatif Rp. ::======= 

4 Penjelasan perbedaan balk positif maupun negatif 

Sukadana, . 
Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	 Bendahara Pengeluaran 

I'llP.	 NIP. 

Catatan: 
Dalam hal register penutupan kas digunakan pemeriksaan kas, letak tanda tangan pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran berada pada sebelah kanan dan bendahara pengeluaran disebelah kiri 



LAMPIRAII.J 11.30 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER PENUTUPAN KAS
 
(BENDAHARA PENERIMA, PEMBANTU/I3ENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU)
 

Tanggal Penufupan Kas 
Nama Penutup Kas 
Tanggal Penutupan Kas yang Lalu 

Jumlah Transaksi sid bulan 

- Jumlah Penerimaan sid tanggal ... Rp
 
- Jumlah Pengeluaran sid tanggal . I~ p. _~. . _
 

Saldo Buku	 Rp 

Saldo Kas	 Rp. 

Terdiri Kas : 
1.	 Uang Kertas : 

:::Pecahan Rp. 100.000 Lembar Rp.
 
Pecahan Rp. 50.000 ::: Lembar Rp.
 
Pecahan Rp. 20.000 ::: Lembar Rp.
 
Pecahan Rp. 10.000 ::: Lembar Rp.
 

:::Pecahan Rp. 5.000	 Lembar Rp. 
:::Pecahan Rp. 1.000	 Lembar Rp 
:::Pecahan Rp. 500	 Lembar Rp. 

2.	 Uang Logam 
Pecahan Rp. 1.000 ::: Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 500 ::: Lembar Rp. 

:::Pecahan Rp. 200 Lembar Rp.
 
Pecahan Rp. 100 ::: Lembar Rp.
 
Pecahan Rp. 50 ::: Lembar Rp.
 
Pecahan Rp. 25 ::: Lembar Rp.
 

3.	 Kertas berharga dan bag ian kas yang diizinkan 
ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, 
matert, dan sebagainya .. Rp. _ 

JUMLAH Rp. ====== 

Perbedaan Positif/Negatif Rp. 
=======: 

4 Penjelasan perbedaan balk positif maupun negatif 

Sukadana, . 
Mengetahui, 

Pengtluna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima Pembantul 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

NIP.	 NIP. 

Catatan: 
Dalamhal mgister penutupan kas digunakan pemeriksaan kas, letak tanda tangan bend ahara penerima/bendahara 
pengeluaran berada pada sebelah kanan dan bendahara perierima pembantu/bendahara pengeluaran pembantu di 
sebelan kiri. 



LAMP
 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 
(SPJ BELANJA-ADMINISTRATIF) 

SKPD 
Penqquna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

Kode 
Rekening 

Uraian 
Jumlah 

Anggaran 

SPJ-LS Gaji SPJ-LS Barang & Jasa") SPJ UP/GUITU 
Jumlah SPJ 

(LS+UP/GUITU 
s.d Bulan ini 

S 
fAs.d 

Bulan Lalu 
Bulan ini 

s.d 

Bulan ini 
s.d 

Bulan Lalu 
Bulan ini 

s.d 
Bulan ini 

s.d 
Buian Lalu 

Bulan ini 
s.d 

Bulan ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12(10+11) 13 (6+9+12) 

J'JMLAi-j 

Penerimaan: 
- SP2D 
- Potongan Pajak 

a. PPn 
b. PPh-21 
a. PPh-22 
a. PPh-23 

- Lain-lain 
Jumlah Penerimaan : 

1 



1 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
 
(SPJ BELANJ!\-FUNGSIONAL)
 

SKPD 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

LAN 

SPJ-LS Gaji SPJ UP/GurruSPJ-LS Barang & Jasa*) 
Jumlah SPJ 

Kode Jumlah
Uraian (LS+UP/GUrrUs.d s.d s.d s.d s.ds.dAnggaranRekeninq . Bulan ini Bulan ini Bulan ini sd Bulan ini Bulan Lalu Bulan ini Bulan Lalu Bulan Lalu Bulan iniBulan ini 

2 3 4 5 13 (6+9+12) 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 

I 

JUMLAH 
Penerimaan: I
 
- SP20
 
- Potongan Pajak
 

a. PPn 
b. PPh-21 
a. PPh-22 I 
a. PPh-23
 

- Lain-lain
 
f-------

Jumlah Penerimaan : 



LAMPIRAN II. 33 

PEMERINTAH KA9UPATEN LAMPUNG TIMUR
 
BERITA ACARi\. PEMERIKSAAN KAS
 

(PENGGUNA ANGGARAN/KUAS PENGGUNA ANGGARAN)
 

Pada nan ini .. tanggal	 .. yang Jertanda t311g811 dib..wah rni : 

Nama l.enokap
 
Jabatan
 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia /Peraturan Daerah Nomor :
 
........... Tahun , karni melakukan Pemeriksaan Setempat pada :
 

Nama Lengkap
 
Jabatan
 

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nornor .. . Tanggal Ditugaskan men gurus uang 
berdasarkan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti liang berada dalam pengurusan itu, karni menornui 
kenyataan sebagai berikut : 

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah . 

a.	 Uan~l kertas =Rp 
b.	 Uang logam =F3R___ _ 
c.	 SP2D dan alat Pembayaran lainnya 

yang belum dicairkan = Rp. 
d.	 Saldo Bank = Rp. 
e.	 Surat/barang/benda berharqa yang diizinkan .=_~e. ~ _ 

Jumlah ....	 =Rp 

Saldo uang menurut Buku Kas lImum Daerah,
 
Register dan lain sebagainya berjumlah =Rp.
 

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan = Rp
 
Saldo buku
 

Penjelasan perbedaan positif/negatif
 

Sukadana, . ... 200 .. 
Mengetahui, 

Bendahara Pengeluaran/Penerima Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguno J\n~J93ran 

NIP.	 NIP. 

Catatan:
 
*) Coret yang tidak perlu
 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
 

(PENGGUNA BENDAHARA PENERIMAIBENDAHARA PENGELUARAN)
 

Pada hari ini tanggal	 yang bertanda tanpan dibawah ini : 

Nama Lengkap
 
Jabatan
 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia IPeraturan Daerah Nomor :
 
................ Tahun , karn. melakukan Pemeriksaan Setempat pada :
 

Nama Lengkap
 
Jabatan
 

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor Tanggal - Ditugaskan mengurus uang 
berdasarkan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada dalarn pengurusan itu, kami msnernui 
kenyataan sebaqai berikut : 

Jumlah uanp yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah : 

f.	 Uang kertas = Rp. 
g.	 Uang logam =Rp. 
h.	 SP2D dan alat Pembayaran lainnya 

yang belum dicairkan =Rp. 
i.	 Saldo Bank = Rp. 
j.	 SuraUbarang/benda berharga yang diizinkan __ =.BR,-- __~ .._.. .. 

Jumlah . = Rp 

Saldo uang rnenurut Buku Kas Umum Daerah,
 
Register dan lainsebaqainya berjumlah = Rp.
 

Perbedaan positif/negatif antera saldo kas dan =Rp.
 
Saldo buku
 

Penjelasan perbedaan positiflnegatif
 

Sukadana, 200 
Mengetahui, 

Bendahara Penerlrna Pembantul Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran 
Bendahara Pengeluarar. ?embantu 

NIP. 
NIP. 

Catatan:
 
*) Coret yang tidak perlu
 



LAMPIRAN 1135 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

DAFTAR ONGKOS PERJALANAN DINAS
 

Larnpiran SPPD Nomor 
Tanggal 

... ,...~)008 

Telah dibayar sejumlah
 
,Rp" ...... , ...... ' ..... ,., .... " ...
 

Bendahara 

( " ) 
I , NIP 

- Jumlah KeteranganNo. Rincian Biaya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah : I:p I 
Terbilang 

. 
Sukadana.... . 

Telah menerima jumlah uang sebesar 
Rp" " ,.. ". "'" " .. 

Yang Menerima 

( ) 

NIP 
\,~- ,,-' 

PERHITLINGAN SPPD RAMPUNG 

Ditetapkan sejumlah :Rp " ". " .. 
Yang telah dibayar semula :Rp" " " """'" . 
Sisa kurang Ilebih :Rp." " " .. 

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk 

(", " '" '" .. , , '" , .. " , .. ) 
NIP 



LAMPIRAN 11.36 

BlIKTI KAS PENIGELUARAN 

Terima dari 

Uang Sebesar 

Yaitu untuk pembayaran 

Terbilan 

Sukadana, .. 

Mengetahui 

Pengguna Ang{)aran Kuase Pengguna Anggaran Bendahara Yang Menerima 

Tanda tangan 

NIP. NIP. NIP 

Barang tersebut telah diterirna 
dengan cUkup baik PPn 

PPh 

Telah dipunqut 

Rp 
Rp 
Rp. 

Telah dibukukan 

BK Tgl...... .. ..No .... 
Kode Rek : 
Tahun Anggaran • 

Paraf, Paral, 

---------



It 

LAMPI RAN 11.37 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
BUKU KAS UMUM
 

SKPD 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Penerimaan/Bendaharan Pengeluaran 

I. 
No. 

Tanggal Kode Rekening Uraian 
Penerimaan Penqeluaran 

Urut Rp. Rp
- -

1 2 3 4 5 6 
: 

-

-

~ Jumlah 
Jumlah bulan/tanflgal Rp.
 
Jumlah sampai bulan lalu/tgl Rp.
 
Jumlah semua sid bulan/tanpqal Rp.
 
Sisa Kas
 
Pada hari tanggal, , 200 .
 
oleh kami didapt kas rp .
 
( , dengan huruf)
 
Terdiri dari :
 
a. Tunai Rp. 
b. Saldo bank Rp. 
c. Surat berharga Rp. 

Sukauana. . .. ..200 
Mengetahui, 

Pengguna Anggan/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran 

NIP,	 NIP. 

Cara Pengisian: 

1.	 Kolom 1 dlisl dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas 
2.	 Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
3.	 Kolom 3 diisi denqan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
4.	 Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
5.	 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 
6.	 Kolom 6 diisi dengan rupiah pengeluaran kas 

Catatan: 
1.	 Pengerjaan buku kas umum danat menggunakan komputerl3plikasi software 
2.	 Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa ~engguna anggaran pada ouku kas umum dilakukan pada saat 

pengajuan pertanggungjawaban penerimaan oleh bendahara penerima ke PP:<D 
3.	 Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada buku kas umum dilakukan pada saat 

pengajuan penerbitan SP2D sebagai salah satu dokurnen kelengkapan SP2D 



L/\MPIRAN 1138 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT TANDA SETORAN 

(STS) 

STS No Ban!'. : Bank Lampung 
No. Rekening 

Harap diterima uang sebesar : .. 
(Dengan huruf) ( "'" 
..... , 

b . b ik toengan nncian penenmaan se aqa: erl u : 
No. 

Kode Rekening 
Urut 

1 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Uraian Rincian Objek 

3 

) 

Jumlah 
(Rp.) 

4 

Jumlah 
*) Coret yang tidak perlu 

Uang terse but diterima pada tanggal : .,. 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Sukadana, .... .. ..... 200.. 

Bendahara Penerimaan/ 
Bendahara Penerima Pembantu 

NIP. NIP. 

Car~ Pengisian : 
1. Kolom f(ode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan 
2. Kolom uraian rincian Objek diisi uraian nama rincian ObYE~k pendapatan 
3. Kolom jumlah diisi dengan nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan 

\ Catatan: 
Formulir ii digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan 
daerah lainnya 



It· 

LAMPIRAN 1139 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU PEMBANTU 

PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN 

SKPD 
Kode Rekenlng 
Nama Rekenlng 
Jumlah Anggaran 
Tahun Anggaran 

: Rp . 

No. Nomor SKU 
Tanggal Setror 

Nomor STS & Bukti Penerimaan 
Urut. Penerimaan Penerimaan lainnya Rp. 

1 2 3 4 5 

f--. -

~ -
Jurnlah bulan ini Rp. 
Jumlah sId bulan lalu Rp. 
JumlahsId bulan ini Rp. 

Sukadana, 200 . 
Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sendahara Penerimaan/Sendahara Pengeluaran 

NIP. NIP. 

*) Coret yang tidak perlu 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolorn 2 diisi dengan nomor SKU penerimaan 
3. Kolom 3 diisi dengan tanggal penyetoran STS/bukti penerimaan lainnya 
4. Kolom 4 diisi dengan STS/bukti penerimaan lainnya 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/bukti penerimaan lainnya 



-----------

__

LAMPIRAN 11.40 

'~Ij DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAKJ 
. ~ D1REKTORAT JENDERAL PAJAK LEMBAR 

(SSP) Untuk 1\rsip WP 

NP\VP 
Diin sesuai dengan Namor Pokl,k Wajib Pajak .1'0111: ,lim/lib 

NAMA WP 

ALAMAT 

MAPlKode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pcrnbayaran 

LLLJ 

TahunMasa Pajak 

Jan Peb Mar] ~pr I~Ci ~~ Jul [-A-g-S-I~~~.J OI~~~P l D~s . L~LLJ 
Bed tanda silangpad" saluh ,HII/I ko!om bulan /III/Ilk tnasa \'till,) bcrkenoon 

Nemer Ketctapan r LJ-LL1J /LlJ~ / l_.~~ / I I U / U_J 
Diisl seslwl Nomnr Ke/el"""" : .'iT/',.'iKPKB, SKf'KBT 

g--,.-,-,-",::~J~~~~~~~~:::~ n .-.-.,'-,.,.-.-~'-."-'.'-""-.-.'•• "" :'••,., ••,.,.,.,., '.', ••,.,.,., .,.,.",.,., ••",., ., .".,., ., ., .,., •••••,., "• q q" [-r-e-rb-j-Ia-n-


Diterima oleh Kantor Penerima Pernbayaran Wajil. Pajak/I'cnyetor
 
Tllllggal .. , tgl .. 

CHI) drlfllrmdll ItlfI,L:,tll/ ClIl' .lun tutul« "111.':01/ 

Nnrna .Iclas : , .Nania JeJas : .. 

Ruang Vnlldllsl Kantor Penerlmn Pernhayarau 

1.-. ._-------------------,------_._--------_._-_..... 

Dilst sesualbukupetunjuk pengisian 

F.2.0.32.01 


